
B U P A T I GORONTALO U T A R A 

PROVINSI GORONTALO 

P E R A T U R A N B U P A T I GORONTALO UTARA 

NOMOR 30 T A H U N 202: 

T E N T A N G 

P E T U N J U K T E K N I S PENGGUNAAN DANA t ) E S A TAHUN 2023 

D E N G A N RAHMAT TUHAN YANG J A H A E S A 

Menimbang 

B U P A T I GORONTALO 

a . bahwa u n t u k tertib dan 

Desa di Desa Kabupate 

adanya pentun juk tekn is ; 

b. bahwa berdasarkan 

d imaksud da lam h u m 

Pera turan B u p a t i ter 

Penggunaan D a n a Desa 

T a h u n 2023 . 

Memperhat ikan : 1. Undang-Undang Nomor 

Pembentukan Kabupaten 

Gorontalo (Lembaran 

T a h u n 2007 Nomor 13, 

Republ ik Indones ia Nomor 

Undang-Undang Nomor 

Pembentukan Pera turah 

(Lembaran Negara Republjik 

Nomor 82 , T a m b a h a n 

Indones ia Nomor 5234) 

dengan Undang-Undang 

tentang Perubahan a tas 

T a h u n 2 0 1 1 tentang 

Kepala 
DPMD 

Kah 
Keu£ 

an 
|gan 

Kabag 
Hukum 

Asisten I Sekda Wakil 
Bupati 

-4 ay 

UTARA, 

h n c a m y a pengelolaan D a n a 

n Gorontalo U t a r a per lu 

pqrtimbangan sebagaimana 

a, per lu menetapkan 

tang Pe tun juk T ekn i s 

Kabupaten Gorontalo U t a r a 

I I T a h u n 2007 tentang 

Gorontalo U t a r a d i Provinsi 

a Republ ik Indones ia 

T k m b a h a n Lembaran Negara 

1687); 

L2 T a h u n 2 0 1 1 tentang 

Perundang-Undangan 

Indones ia T a h u n 2 0 1 1 

L i m b a r a n Negara Republ ik 

^ebagaimana te lah d iubah 

Nomor 15 T a h u n 2019 

Jndang-Undang Nomor 12 

Pembentukan Pera turan 
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BUPATI GORONTALO UTA 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALI 

NOMOR 30 TAHUN 202! 
2. TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA 1 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG | 

Menimbang 

Memperhatikan :1.. 

BUPATI GORONTALO UTA 
bahwa untuk tertib dan 14 

Desa di Desa Kabupate 

adanya pentunjuk teknis, 

bahwa ' berdasarkan pe 

dimaksud dalam huruf 

Peraturan Bupati ter 

. Penggunaan Dana Desa I 

Tahun 2023. 

Undang-Undang Nomor 

”' Pembentukan Kabupaten ( 

Gorontalo (Lembaran Na 

Tahun 2007 Nomor 13, T 

Republik Indonesia Nomor 

Undang-Undang Nomor 

Pembentukan Peraturai 

RA 

O UTARA 

) 

DESA TAHUN 2023 

MAHA ESA 

RA, ) 

incarnya pengelolaan Dana 

n Gorontalo Utara perlu 

rtimbangan sebagaimana - 

a, perlu menetapkan 

tang Teknis 

labupaten Gorontalo Utara 

Petunjuk 

li Tahun 2007 tentang 

Yorontalo Utara di Provinsi 

gara Republik Indonesia 

bahan Lembaran Negara 

Lori: i : 
I2 Tahun 2011 tentang 
1 Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Ls 

Indonesia Nomor 5234) $ 

dengan Undang-Undang 

tentang Perubahan atas | 

'mbaran Negara Republik 

ebagaimana telah diubah 

Nomor 15 Tahun 2019 
Jndang-Undang Nomor 12 

  

Tahun 2011 tentang |Pembentukan Peraturan 

Kepala |- Kaban Kabag Asisten 1 Sekda Wakil 

DPMD | Keudygan | Hukum Bupati 
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Perundang-undangan (Lem 

Nomor 183, T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 6397) ; 

3 . Undang-Undang Nomor 6 

(Lembaran Negara Republ ik Indones ia T a h u n 2014 

Nomor 7, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik 

jbaga imana te lah d iubah 

mor 11 T a h u n 2020 C ip ta 

Indonesia Nomor 5495) s 

dengan Undang-Undang No 

Ker ja (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 

2020 Nomor 245 , T a m b a h a n L embaran " Negara 

Republ ik Indones ia Nomor 6 

Undang-Undang Nomor 

Pemer intahan Dae rah (Lembaran Negara Republ ik 

Indones ia T a h u n 2014 

Lembaran Negara Republ i 

2020 Nomor 245 , T a m 

Pera turan Pe laksanaan 

T a h u n 2014 tentang Desa 

Indonesia T a h u n 2014 

tentang Perubahan Kedua 

a r a n Negara T a h u n 2019 

' ahun 2014 tentang Desa 

573) ; 

:3 T a h u n 2014 tentang 

Nomor 244, T a m b a h a n 

i Indones ia Nomor 5587) 

sebagaimana te lah d iuba i beberapa k a l i t e rakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2020 C ip ta 

Ker ja (Lembaran Negara ] Republik Indonesia T a h u n 

l a h a n Lembaran Negara 

Republ ik Indones ia Nomor 6573) ; 

Pe ra turan Pemer intah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang 

ndang-Undang Nomor 6 

Lembaran Negara Republ ik 

Nomor 123, T a m b a h a n 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana te lah d i u b a i beberapa k a l i t e rakhir 

dengan Pera turan Pemer in iah Nomor 11 T a h u n 2019 

Atas Pera turan Pemer intah 

Nomor 43 T a h u n 2014 tentang Pera turan Pe laksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 

(Lembaran Negara Republ ik Indones ia T a h u n 2019 

Nomor 4 1 , T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 6321) ; 

Pe ra turan Pemer intah Nonor 60 T a h u n 2014 tentang 

D a n a Desa Yang Be:-sumber dar i Anggaran 

Pendapatan dan Be lan ja 
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H 9 

T a h u n 2014 tentang Desa 

Negara (Lembaran Negara 

Republ ik Indones ia T a l . u n 2014 Nomor 168, 

    

   
   

Perundang-undangan (Lem aran Negara Tahun 2019 

“Nomor 1 83, Tambahan Lemparan Negara Nomor 6397), 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

(Lembaran Negara Republi 

Indonesia Nomor 5495) s bagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang N mor 11 Tahun 2020 Cipta 

Kerja (Lembaran Negara 

'2020 Nomor 245, Tamibahan Lembaran” Negara 
Republik Indonesia Nomor 4573): i 
Undang-Undang. Nomor ' 13 Tahun 2014 tentang 

epublik Indonesia Tahun 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ) 

Indonesia Tahun 2014 | Nomor 244, Tambahan f 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) — 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir . 

dengan Undang-Undang Ndmor 11 Tahun 2020 Cipta 

i ' Kerja (Lembaran: Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573): ) | 

.. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6. 

| Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

“Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua tas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan ) 

“Undang-Undang Nomor 6 (Tahun 2014 tentang Desa. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321): 

Peraturan Pemerintah Nomlor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 

' Pendapatan dan. Belanja (Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
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Menetapkan : 

Negara 

m a i i a 

?an 

D a i a 

T a m b a h a n Lembaran 

Nomor 5558) sebagai 

Pe ra turan Pemer intah Nonjior 

Pe rubahan Atas Peraturaln 

T a h u n 2014 tentang D a n a 

Anggaran Pendapatan dan 

Negara Republ ik Indones ia 

T a m b a h a n Lembaran Ne 

Nomor 5864 ; 

7. Pera turan Menteri D a l a m 

2018 tentang Pengelolaan 

Negara Republ ik Indones ia 

8. Pera turan Menteri Keuangj 

tentang Pengelolaan 

Republ ik Indones ia T a h u n 

9. Pera turan Menteri Desa , 

Tertinggal dan Transmigr j 

tentang Prior i tas Penggunaan 

(Ber i ta Negara Republ ik 

Nomor 961) ; 

10. Pera turan Menteri Desa, 

Tertinggal dan T ransmig r 

tentang Pedoman U m u m 

Pemberdayaan Masya raka 

Republ ik Indones ia T a h u n 

1 1 . Pera turan B u p a t i Goronta 

2019 tentang Pedoman 

(Ber i ta Daerah Kabupat 

2019 Nomor 76); 

M E M U T U S K A N : 

P E R A T U R A N B U P A T I T E N 

PENGGUNAAN DANA D E S A 

B A B I 

K E T E N T U A N UMUM 

Kepala 
DPMD 

Ki 
Kei 

ban 
ngan 

Kabag 
Hukum 

Asisten I Sekda Wakil 
Bupati 

H 1 V 

Republ ik Indonesia 

te lah d iubah dengan 

8 T a h u n 2016 tentang 

Pemerintah Nomor 60 

D e s a Y a n g Bersumber dar i 

Be lan ja Negara (Lembaran 

T a h u n 2016 Nomor 57, 

gara Republ ik Indonesia 

Negeri Nomor 20 T a h u n 

Keuangan Desa (Ber i ta 

T a h u n 2018 Nomor 611) ; 

Nomor70VPMK . 07/2022 

Desa (Ber i ta Negara 

2022 Nomor Rf lS ) ; 

Pembangunan Daerah 

s i Nomor 8 T a h u n 2022 

D a n a Desa T a h u n 2023 

Indones ia T a h u n 2022 

Pembangunan Daerah 

i Nomor 2 1 T a h u n 2020 

Pembangunan Desa dan 

Desa (Ber i ta Negara 

:>020 Nomor 1633); 

o U ta ra Nomor 29 T a h u n 

Pijingelolaan Keuangan D e s a 

n Gorontalo U t a r a T a h u n 

a 31 

A N G P E T U N J U K T E K N I S 

tTAHUN 2 0 2 3 . 

0. Menetapkan : 

Tambahan Lembaran 'Necara Republik Indonesia . 

Nomor 5558) sebagaimata telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nontor 8 Tahun 2016: tentang 0 

' Perubahan Atas Peratur 

10. 

— tentang Pedoman Umum 

11. 

— PERATURAN BUPATI TENI 

PENGGUNAAN DANA DESA 

| Anggaran Pendapatan dan 

“Republik Indonesia Tahun 

Tahun 2014 tentang Dana 
Pemerintah Nomor 60 

Desa Yang Bersumber dari. 

Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tamin 2016 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Ng gara Republik 

. Nomor 5864, 

Peraturan Menteri Dalam 

Indonesia 

vera Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaarnf Keuangan Desa (Berita | 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611): 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor20y PMK.07/2022 

tentang Pengelolaan Darja Desa (Berita Negara - 

Peraturan Menteri Desa, 

2022 Nomor 1235), 

Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 

: tentang Prioritas Penggunai 

(Berita Negara Republik 

Nomor 961): : i 

Peraturan Menteri Desa, 

an Dana Desa Tahun 2023 

Indonesia Tahun 2022 

Pembangunan — Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 

Pemberdayaan Masyarakat 

Republik Indonesia Tahun 

Pembangunan Desa dan 

Desa (Berita Negara 

2020 Nomor 1633): 

Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 

2019 tentang Pedoman Pe 

(Berita Daerah Kabupat 

2019 Nomor 76), 

MEMUTUSKAN : 

0. BABI 
KETENTUAN UMUM 

#ngelolaan Keuangan Desa 

en Gorontalo Utara Tahun. 

TANG PETUNJUK TEKNIS: 

TAHUN 2023. 
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2. 

Pasa l 1 

D a l a m Pera turan B u p a t i i n i , yang d imaksud dengan 

1. Daerah ada lah Kabupaten Gorontalo U ta ra . 

Pemer intah Pusa t yang se lan jutnya disebut 

Republ ik Indones ia yang memegang k e k u a s 

Republ ik Indones ia sebagaimana d imaksud 

Dasa r Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1945 

Pemer intah Daerah ada lah Pemer intah 

B u p a t i ada lah B u p a t i Gorontalo U ta ra 

Perangkat Daerah ada lah u n s u r pembantu 

Perwak i lan Rakya t Daerah da lam 

pemer intahan yang menjadi kewenangan 

D i n a s Pemberdayaan Masyaraka t dan Desa 

3 . 

4. 

5. 

Pemer intah ada lah Presiden 

gan pemer intahan negara 

da lam Undang-Undang 

Kabupkten Gorontalo U ta ra . 

k spa l 

6. 

7. 

8. yang 

mengu u s 

yar.g 

9. 

D i n a s PMD ada lah perangkat daerah yang 

pemer intahan d i bidang pemer intahan desa. 

Pemer intah Desa ada lah kepa la D e s a dibant j i 

u n s u r penyelenggara pemer intahan D e s a 

D e s a ada lah kesa tuan masya raka t h u k u m 

yang berwenang u n t u k mengatur dan 

kepentingan masyaraka t setempat berdasark 

h a k a s a l u s u l , dan/a tau h a k tradis ional 

da lam s is tem pemer intahan Negara Kesa tuan 

Rencana Pembangunan J a n g k a Menengah D 

R P J M Desa , ada lah Rencana Kegiatan 

j a n g k a w a k t u 6 (enam) t a h u n . 

10. Rencana Ker ja Pemerintah Desa, se lan jutnya 

penjabaran dar i R P J M D e s a u n t u k j a n g k a 

1 1 . Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Desa ; 

A P B D e s a ada lah r encana keuangan t a h u n a n 

12. D a n a D e s a ada lah d a n a yang bersumber d 

dan Be lan ja Negara yang d ipe runtukan 

mela lu i Anggaran Pendapatan dan Belanjg 

d i gunakan u n t u k membiayai 

pe l aksanaan pembangunan, pembinaan 

pemberdayaan masyaraka t . 

a Daerah dan Dewan 

nyelenggaraan u r u s a n 

daerhh. 

yang se lan jutnya disebut 

r lenyelenggarakan u r u s a n 

Kepala 
DPMD 

Ka 
Keu; 

pan 
ngan 

Kabag 
Hukum 

Asisten I Sekda Wakil 
Bupati 

f / 
1 

perangkat Desa sebagai 

memi l ik i batas w i layah 

u r u s a n pemer intahan, 

an p r a k a r s a masyaraka t , 

d i aku i dan dibormati 

Republ ik Indonesia, 

s a , se lan jutnya dis ingkat 

Pejmbangunan Desa u n t u k 

w a c t u 

disebut R K P Desa, ada lah 

1 (satu) t a h u n . 

mng se lan jutnya disebut 

emer intahan Desa . 

ar i Anggaran Pendapatan 

Desa yang ditransfer 

Daerah Kabupaten dan 

pemer intahan, 

kemasyaraka tan , dan 

b i g i 

j£ E 

penyeler iggaraan 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. 

2. 

10. 

11. 

12. 

yang berwenang untuk mengatur dan mengul 

'hak asal usul, dan/atau hak tradisional yar 

Pasal 1 

Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara. 

Pemerintah. Pusat yang selanjutnya! disebut Pemerintah adalah Presiden 

Republik Indonesia yang memegang 'kekuasd an pemerintahan negara 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabup 

Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara 

dalam Undang-Undang 

aten Gorontalo Utara. 

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kkpala Daerah dan Dewan: 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut 

Dinas PMD adalah perangkat daerah yang rhenyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pemerintahan desa. 

Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibanthi perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan Desa 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

kepentingan masyarakat setempat berdasark 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah D 

RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pe 

jangka waktu 6 (enam) tahun. 0 

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya 

penjabaran dari RPJ M Desa untuk jangka wal 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ) 

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan 

"us urusan pemerintahan, 

an prakarsa masyarakat, 

Ig diakui dan dihormati 

Republik Indonesia. : 

esa, selanjutnya disingkat 

mbangunan Desa untuk 

disebut RKP Desa, adalah 

ktu 1 (satu) tahun. i 

/ang selanjutnya disebut 

Pemerintahan Desa. 

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara yang diperuntukan bhgi Desa yang ditransfer 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan 

  

digunakan untuk “membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan| kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

.Kepala Kapan : Kabag Asisten I Sekda Wakil 

DPMD | Keugngan | Hukum Bupati 
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) leh Desa , a t au yang 

a s a masya raka t Desa . 

13. Kewenangan D e s a B e r d a s a r k a n H a k A s a U s u i ada lah h a k yang 

me rupakan w a r i s a n yang m a s i h h idup dan p r a k a r s a D e s a a t au p r a k a r s a 

masya raka t Desa sesua i dengan perkembangf n keh idupan masyaraka t . 

14. Kewenangan Loka l B e r s k a l a Desa ada lah kev enangan u n t u k mengatur 

dan mengurus kepentingan masya raka t Dejsa yang te lah d i ja lankan 

oleh Desa , m a m p u dan efektif d i j a lankan 

m u n c u l k a r e n a perkembangan D e s a dan prak j 

15. Musyawarah Desa ada lah m u s y a w a r a h antara. badan permusyawara tan 

Desa , pemer intah Desa , dan u n s u r masya ra l a t yang diselenggarakan 

oleh badan permusyawara tan Desa u n t u l 

hersifat strategis. 

16. Pr ior i tas Penggunaan D a n a Desa ada lah p|i 

kegiatan yang d i dahu lukan dan d iu tamakan 

l a innya u n t u k dibiayai dengan D a n a Desa . 

17. Padat K a r y a T u n a i Desa ada lah kegiatan pemberdayaan masya raka t 

Desa , k h u s u s n y a yang m i s k i n d a n margins 1, yang hersifat produkt i f 

dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga ker ja , dan 

teknologi l oka l u n t u k member ikan tambahan upah/pendapatan, 

mengurangi k em isk inan , dan men ingkatkan 1: 

18. Pandemi COVID-19 ada lah bencana yang d isebabkan oleh faktor non 

a l am ya i tu Corona V i r u s Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan 

mengganggu keh idupan dan penghidupan n asya raka t Desa, sehingga 

mengakibatkan korban j i w a m a n u s i a ser ta dampak sosia l , ekonomi, 

kesehatan dan ke j iwaan a tau psikologis m a n u s i a . 

menyepakat i h a l yang 

i l ihan program dan/a tau 

dari pada p i l ihan kegiatan 

19. Desa A m a n COVID-19 ada lah kondis i k e l 

produkt i f d i tengah Pandemi COVID-19 dengan ked is ip l inan warga 

menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker , 

menjaga j a r a k f isik, dan cuc i tangan dengan $ a h u n dan a i r mengalir. 

20. B a n t u a n Langsung T u n a i D a n a D e s a ad dab kegiatan pemberian 

ban tuan langsung berupa d a n a t u n a i yang 11 

kepada ke luarga pener ima manfaat dengan k i t e r i a yang disepakat i dan 

d ipu tuskan me la lu i m u s y a w a r a h Desa . 

2 1 . Susta inab le Development Goal 's D e s a yang delanjutnya disebut S D G s 

D e s a ada lah u p a y a terpadu mewu judkan D( s a tanpa kem i sk inan dan 

ke laparan, Desa ekonomi t u m b u h merata , De 

pedul i l ingkungan, Desa pedul i pendidikan, Desa r a m a h perempuan. 

Kepala 
DPMD 

Ka 
Keu 

ban 
ngan 

Kabag 
Hukum 

Asisten I Sekda Wakil 
Bupati 

9 IT 

i d u p a n Desa yang tetap 

ersumber dar i D a n a Desa 

s a pedul i kesehatan, Desa 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

. lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. 

alam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVI 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal 

merupakan warisan yang masih hidup dan p1 

Usul adalah hak yang 

akarsa Desa atau prakarsa 

masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 

Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kew 

dan mengurus kepentingan masyarakat Del 

oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan 

lenangan untuk mengatur 

sa yang telah dijalankan 

bleh Desa, atau yang 

muncul karena perkernbangan Desa dan praWasa masyarakat Desa. 

Musyawarah Desa adalah musyawarah antar a badan permusyawaratan 

Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan 

oleh badan permusyawaratan Desa untuk 

bersifat strategis. 

menyepakati hal yang 

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau 

kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan 

Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pdmberdayaan masyarakat 

Desa, khususnya yang miskin dan margindl, yang bersifat produktif 

dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan 

teknologi 

Pandemi COVID-19 adalah bencana yang di 

lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, 

mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.   
ebabkan oleh faktor non 

19) yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga 

mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, 

kesehatan dan kejiwaan atau psikologis maniisia. 

Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap 

produktif di tengah Pandemi COVID-19 di 

menerapkan protokol kesehatan dengan 

ngan kedisiplinan warga 

menggunakan masker, 

menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan gabun dan air mengalir. 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ad 

bantuan langsung berupa dana tunai yang k 

kepada keluarga penerima manfaat dengan k 

diputuskan melalui musyawarah Desa. 

Sustainable Development Goal's Desa yang & 

Desa adalah upaya terpadu mewujudkan De 

kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, De 

peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, 

alah kegiatan pemberian 

ersumber dari Dana Desa 

riteria yang disepakati dan 

elanjutnya disebut SDGs 

sa tanpa kemiskinan dan 

sa peduli kesehatan, Desa 

Desa ramah perempuan, 
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Desa berjejaring, dan D e s a tanggap b u 

pencapaian T u j u a n Pembangunan Berke lan ju 

i a y a u n t u k percepatan 

a n . 

22 . Tenaga Pendamping Profesional ada lah tenagg profesional yang d i rekrut 

oleh kementer ian yang menyelenggarakan u r u s a n pemer intahan di 

J S I P 

da lah u n t u k member ikan 

entang petunjuk teknis 

a percepatan pencapaian 

bidang Desa , pembangunan daerah tertinggfl , dan t ransmigras i yang 

bertugas pendampingan di t ingkat Desa , Kejcamatan, Kabupaten dan 

Provinsi . 

B A B I I 

M A K S U D , T U J U A N DAN PRh 

Pasa l 2 

(1) Maksud d i te tapkannya Pera turan B u p a t i i n i 

a c u a n bagi Pemer intah Desa da lam m e n e t a p k i n prior i tas Pembangunan 

Desa da lam kegiatan perencanaan pembangun m desa 

(2) T u j u a n d i te tapkannya Pera turan B u p a t i 

penggunaan D a n a D e s a ada lah sebagai upaj 

S D G s Desa . 

(3) Pr ior i tas penggunaan D a n a Desa d i s u s u n berdasarkan pr ins ip : 

a . k emanus i aan ; 

b. keadi lan; 

0. kebh inekaan ; 

d. keseimbangan a lam; 

e. keb i jakan strategis nas iona l berbasis 

Desa ; dan 

f. s esua i dengan kondis i obyektif Desa . 

B A B I I I 

RUANG L I N G K U P 

Pasa l 3 

R u a n g l ingkup Pera turan B u p a t i i n i , mel iput i : 

a . Pr ior i tas Penggunaan D a n a D e s a T a h u n 2023 ; 

b. Pe tun juk tekn is pe laksanaan penggunaan 

kewenangan 

Dar a 

B A B I V 

PR IOR ITAS PENGGUNAAN DAI^A D E S A 

Bag ian Kesa tu 

Kepala 
DPMD 

1 
Kt 

(aban 
langan 

Kabag 
Hukum 

Asisten I Sekda Wakil 
Bupati 

14 \ V 

dan 

Desa T a h u n 2023 . 

22. 
oleh kementerian yang menyelenggarakan 

Desa berjejaring, dan Desa tanggap bu laya untuk percepatan 

- pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut . 

urusan pemerintahan di 

bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang 

bertugas pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan 

Provinsi. 

BABII 
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP 

Pasal 2 

1 Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini ddalah untuk memberikan 

.acuan bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas Pembangunan 

— Desa dalam kegiatan perencanaan pembangun an desa 

(2). 

8 

“a 

ob. 

Tujuan ditetapkannya. Peraturan: Bupati: tentang petunjuk teknis . 

penggunaan Dana Desa adalah sebagai upaya percepatan pencapaian 

“SDGs Desa. 0 

Prioritas penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip : 

p 
2 

kemanusiaan: 

keadilan, 

kebhinekaan: 

Desa, dan 

keseimbangan alam, 

. kebijakan 

Ruang lingkup Peraturan Bupati i ini, meliputi : 

. 

b. 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023: 

. Petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan Dar 

  

strategis nasional berbasis kewenangan 

sesuai dengan kondisi obyektif Desa. 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

dan 

a Desa Tahun 2023. 

| BAB IV - 

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

Bagian Kesatu i 

Kepala Kaban: | Kabag: Asistent Sekda Wakil 
DPMD Hukum : | Bupati 
  

      
Lag | 

(   It          



Penggunaan D a n a Des« i 

Pasa l 4 

(1) Pemer intah D e s a waj ib menganggarkan 

prior i tas yang bersumber dar i D a n a D e s a un tu [ i 

a . program per l indungan sos ia l be rupa B L T 

b. kegiatan bidang ke t ahanan pangan dan 

c. kegiatan penanganan pandemi Corona 

19) di D e s a 

(2) B e s a r a n D a n a D e s a yang d i gunakan u n t u k 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) s e sua i 

mengenai r inc i an APBN T a h u n Angaran 2023 . 

(3) Penggunaan D a n a D e s a d i u r u s oleh D e s a 

(4) Penggunaan D a n a Desa sebagaimana 

d ipr ior i taskan u n t u k program dan/a tau 

S D G s Desa mela lu i : 

a . pemul ihan ekonomi nas iona l s esua i 

b. program prior i tas nas iona l s esua i 

c. mit igasi dan penanganan bencana 

kewenangan desa 

Pasa l 5 

(1) Penggunaan D a n a Desa u n t u k pemul ihan 

kewenangan Desa sebagaimana d imaksud 

d i a r ahkan u n t u k : 

pendir ian, pengembangan, dan 

badan u s a h a mi l ik Desa/badan u s a h a m i 

pengembangan u s a h a ekonomi produkt i 

oleh badan u s a h a mi l ik Desa/badan 

pengembangan Desa w i sa ta . 

(2) Penggunaan D a n a Desa u n t u k program 

kewenangan Desa sebagaimana d imaksud 

m e l i p u t i : 

a . perba ikan dan konsol idas i da ta SD( 

perkembangan desa me la lu i indeks desa 

b. k e t ahanan pangan nabat i dan hewani ; 

0. pencegahan dan p e n u r u n a n stunt ing; 

d a 1 me l aksanakan kegiatan 

I c: 

Desa; 

hewani ; dan 

Vilrus Diesease 2019 (COVID-

r l endana i kegiatan prioritas 

dengan Pera turan Presiden 

berdasarkan kewenangan Desa . 

diknaksud pada ayat (3) 

kegiat a n percepatan pencapaian 

kewe l angan 

kewena i g a n 

a a m 

a . 

b. 

c. 

peningk i t an 

Kepala 
DPMD 

Ka 
Keu 

jan 
ngan 

Kabag 
Hukum 

Asisten I Sekda Wakil 
Bupati 

—' J - . 

Desa ; 

Desa ; dan 

dan nona lam sesua i 

ekonomi nas iona l sesua i 

d a l i m Pasa l 4 ayat (4) h u r u f a 

kapas i tas pengelolaan 

ik Desa bersama; 

' yang d iu tamakan dikelola 

mi l ik Desa bersama; dan u s a l a 

arioritas nas iona l sesua i 

d a l i m Pasa l 4 ayat (4) h u r u f b 

j s Desa dan pendataan 

membangun; 

(1) 

@ 

(3) 

@ 

4) 

.@ 
kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dal4 

Penggunaan Dana Desa 

) Pasal 4 
Pemerintah Desa wajib menganggarkan da 

prioritas yang bersumber dari Dana Desa untu 

a. program perlindungan sosial berupa BLT 

b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan h 

Cc. i kegiatan penanganan pandemi Corona Vi 

19) di Desa ) | 

Besaran Dana Desa yang digunakan untuk 1 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 

mengenai rincian APBN Tahun Angaran 2023. 

Penggunaan Dana Desa diurus oleh Desa berd 

h melaksanakan kegiatan 
“ | 

Desa: 

pwani, dan 

rus Diesease 2019 (COVID- 

hendanai kegiatan prioritas 

dengan Peraturan Presiden . 

asarkan kewenangan Desa. 

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diprioritaskan untuk program dan /atau kegiat 

SDGs Desa melalui: 

pemulihan ekonomi nasional sesuai kewe 

. program prioritas nasional sesuai kewena 

c. i mitigasi dan penanganan bencana al 

. kewenangan desa 1 

) Pasal 5 

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan 

kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dald 

diarahkan untuk : ) : 

a. pendirian, pengembangan, dan peningk 

badan usaha milik Desa/badan usaha mi 

b. pengembangan usaha ekonomi produktif 

oleh badan usaha milik Desa/badan usal 

Cc. pengembangan Desa wisata. ) 

Penggunaan Dana Desa untuk program 

meliputi : ) pa 

a. perbaikan dan konsolidasi. data SDt 

i perkembangan desa melalui indeks desa 1 

b. . ketahanan pangan nabati dan hewani, 

C. pencegahan dan penurunan stunting: 

an percepatan pencapaian 

hangan Desa, 

ngan Desa, dan 

am dan nonalam sesuai 

ekonomi nasional sesuai 

Im Pasal 4 ayat (4) huruf a | 

atan kapasitas pengelolaan. 

ilik Desa bersama: 

yang diutamakan dikelola 

ja milik Desa bersama: dan ' 

prioritas nasional sesuai 

um Pasal 4 ayat (4) huruf b. 

is Desa dan pendataan 

nembangun, 
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masyar i ikat 

ke i l i s k i n a n 

u n t u k 

d. peningkatan kua l i t a s sumber daya m a n u s 

e. pen ingkatkan keter l ibatan masya raka t 

pembangunan dan pemberdayaan 

f. pe r luasan akses l ayanan kesehatan s e s u a 

g. d a n a operasional pemerintab Desa pa l in 

dar i pagu D a n a Desa setiap Desa ; 

b. penanggulangan k em i sk inan te rutama 

i . B a n t u a n Langsung T u n a i D a n a D e s a 

pengbapusan kem i sk inan ekstrem. 

(3) Penggunaan D a n a Desa u n t u k mit igasi dan 

dan Nonalam sesua i dengan kewenangan De 

da lam Pasa l 4 ayat (4) h u r u f c m e l i p u t i : 

a . mit igasi dan penanganan bencana a lam; dan 

b. mit igasi dan penanganan bencana nonalab i 

(4) B a n t u a n Langsung T u n a i D a n a D e s a sebage imi 

ayat (2) h u r u f b d i l aksanakan sesua i dengan 

perundang-undangan. 

a warga desa; 

^ecara menye luruh da lam 

Desa ; 

kewenangan Desa ; 

banyak 3 % (tiga persen) 

ppnanganan B e n c a n a A l am 

a sebagaimana d imaksud 

Bag ian Kedua 

Penetapan Prior i tas Penggunaan 

Pasa l 6 

(1) Penetapan Prior i tas Penggunaan D a n a Desa 

me la lu i Musyawarah Desa . 

(2) Musyawarah D e s a sebagaimana d imaksud pa 

kesepakatan mengenai Pr ior i tas 

d i tuangkan da lam berita aca ra . 

(3) Be r i t a a c a r a sebagaimana d imaksud pada 

Pemerintab Desa da lam p e n y u s u n a n 

mengenai RKPDesa . 

(4) D a l a m penetapan Prior i tas Penggunaan 

d imaksud pada ayat (1) d i l a k s a n a k a n 

perencanaan pembangunan Desa sesua i der 

perundang-undangan yang mengatur mei 

pembangunan dan pemberdayaan masya raka t 

P a s a l ? 

Penggun aan 

ay^at 

Peratu -an 

Kepala 
DPMD 

Ka 
Keu 

3an 
r g a n 

Kabag 
Hukum 

Asisten I Sekda Wakil 
Bupati 

H t I t 

ekstrem; dan 

mendukung percepatan 

i m a n a d imaksud pada 

ketentuan peraturan 

I )ana Desa 

d ibahas dan disepakat i 

d a ayat (1) mengbas i lkan 

D a n a Desa yang 

(2) menjadi pedoman 

D e s a yang mengatur 

ipana Desa sebagaimana 

mengikut i tabapan 

gan ketentuan pera turan 

igenai pedoman u m u m 

Desa . 

(3) 

4 

(1) 

(2) 

(3) 

4 

d. peningkatan kualitas sumber daya manusi a warga desa, 

e. peningkatkan keterlibatan masyarakat decara menyeluruh dalam 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, 

“f£ perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa, 

g. - dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 “4 (tiga persen) 

dari pagu Dana Desa setiap Desa, 

h. penanggulangan kemiskinan terutama kerhiskinan ekstrem, dan 

i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem. ' 

Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan p 

dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Des 

dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c meliputi : 

a. mitigasi dan penanganan bencana alam: d 

b. mitigasi dan penanganan bencana nonala) 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebaga 

ayat (2) huruf h dilaksanakan sesuai den 

perundang-undangan. 

| Bagian Kedua 

. Penetapan Prioritas Penggunaan I 

) ) i Pasal 6 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desg 

melalui Musyawarah Desa. 

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pas 

Pnanganan Bencana Alam 

a sebagaimana dimaksud 

an 

IT. 

imana dimaksud pada 

pan ketentuan peraturan 

bana Desa 

dibahas dan disepakati - 

da ayat (1) menghasilkan 

kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang 

dituangkan dalam berita acara. 

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman 

Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur 

mengenai RKPDesa. 

Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada - ayat (1) dilaksanakan 

perencanaan pembangunan Desa sesuai der! 

mengikuti tahapan 

gan ketentuan peraturan 

perundang-undangan “yang mengatur mehgenai pedoman umum 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

| Pasal7 

Desa. 
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(1) Pe l aksanaan program dan/a tau kegiatan seba 

Pasa l 4 ayat (4) d i l a k u k a n me la lu i swakelo la 

sumber daya loka l Desa . 

(2) Swake lo la sebagaimana d imaksud pada 

menggunakan pola Padat K a r y a T u n a i Desa . 

(3) Pendanaan Padat K a r y a T u n a i Desa sebagain 

(2) d ia lokas ikan u n t u k upab pekerja pal ing 

persen) dar i d a n a kegiatan Padat K a r y a T u n a i E 

(4) D a n a Desa yang d i gunakan u n t u k mendana i 

warga desa d i l a k u k a n mela lu i swakelo la ole|b 

ker jasama an ta r Desa . 

(5) ker ja s a m a antar -Desa sebagaimana 

d i l aksanakan sesua i dengan ketentuan peratuifan 

;aimana d imaksud da lam 

iengan mendayagunakan 

d imaksud pada ayat (4) 

perundang-undangan. 

Pasa l 8 

(1) Pe l aksanaan program dan/a tau kegiatan mela 

d imaksud da lam Pasa l 7 ayat (1) dapat 

s a m a an ta r desa dan/a tau ker ja s a m a 

d i l aksanakan sesua i ke tentuan pera turan 

(2) D a l a m ba l d ibu tubkan adanya ker jasama 

u n t u k me l aksanakan programdan/atau 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

Pasa l 9 

(1) Masyarakat Desa berpart is ipasi da lam 

D a n a Desa . 

(2) Par t is ipas i masyaraka t D e s a sebagaimana 

(1) d i l a k u k a n dengan cara : 

a . terl ibat akt i f da lam setiap tabapan 

Penggunaan D a n a Desa ; 

b. menyampa ikan u s u l a n program dan/atai ; 

c. memas t ikan Prior i tas Penggunaan Dan|a 

dokumen R K P D e s a dan A P B Desa ; a t au 

d. terlibat akt i f m e l a k u k a n sos ia l i sas i Prioritbs Penggunaan D a n a Desa. 

Kepala 
DPMD 

l^ban Kabag Asisten I Sekda Wakil 
Bupati 

T - T H / 

ayat (1) d iu tamakan 

a n a d imaksud pada ayat 

sedikit 5 0 % ( l ima pu lub 

esa. 

pengembangan kapas i tas 

Pemerintab Desa a t au 

u i swakelo la sebagaimana 

dengan c a r a ker ja 

dengan p ibak ketiga 

;-undangan. 

desa dengan ke lu raban 

a n mela lu i swakelola 

sesua i dengan 

di lak i k a n 

d( s a 

p e n ndang 

an tg ra 

ke liat 

di la i s a n a k a n 

penetajpan Prior i tas Penggunaan 

d imaksud pada ayat 

p enyusunan Prior i tas 

kegiatan; 

Desa di tetapkan da lam 

(1 

@) 

“4 

(3) 

9 

(2) 

(1) 

9 
—. (1) dilakukan dengan cara: 

Pasal 9 
Masyarakat Desa berpartisipasi dalam peneta 

Dana Desa. | 

Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana 

Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebas 

Pasal 4 ayat (4) dilakukan melalui swakelola 

sumber daya lokal Desa. ) 

Swakelola. 

menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa. 

sebagaimana dimaksud pada 

Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagain 

(2) dialokasikan untuk upah pekerja paling 

paimana dimaksud dalam 

Hengan mendayagunakan 

ayat (1) diutamakan 

ana dimaksud pada ayat 

sedikit 50”6 (lima puluh 

persenjdari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa. 

Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas ' 

warga desa dilakukan melatui swakelola oleh Pemerintah Desa atau 

kerjasama antar Desa. 

kerja sama. antar-Desa sebagaimana limaksud pada ayat (4) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 8 

Pelaksanaan program dan/atau kegiatan mela 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilak 

sama antar desa dan/atau kerja sama dg 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan peru 

Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama anta 

untuk melaksanakan programdan/atau ke 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dila 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

setiaptahapan a. terlibat aktif dalam 

— Penggunaan Dana Desa, | 

b. menyampaikan usulan program dan/atau 

ui swakelola sebagaimana 

ikan dengan cara kerja. 

sa dengan pihak ketiga 

ndang-undangan. 

ra desa dengan kelurahan 

siatan melalui swakelola 

xsanakan sesuai dengan - 

pan Prioritas Penggunaan 

dimaksud pada ayat 

Prioritas penyusunan 

kegiatan, 

C.. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam 

dokumen RKP Desa dan APB Desa: atau 

terlibat aktif melakukan sosialisasi Priorit is Penggunaan Dana Desa. 
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(3) Pemer intah D e s a herkewaj iban u n t u k mel ibatkan masya raka t da lam 

penetapan Prior i tas Penggunaan D a n a Desa 

Pasa l 10 

(1) Pr ior i tas Penggunaan D a n a Desa menjadi bagii n 

(2) Pr ior i tas Penggunaan D a n a D e s a s ebaga iman i 

d i s u s u n berdasarkan: 

a . rekomendasi b a s i l perba ikan dan 

b. rekomendasi bas i l perba ikan d a n 

desa me la lu i indeks desa membangun; 

c. asp i ras i masya raka t Desa . 

(3) R K P D e s a yang memuat Pr ior i tas Penggunaar 

d imaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalajn 

konsolic a s i 

konsc l idas i 

d a i 

Bag i an Ketiga 

Pub l ikas i dan Pelaporan 

Paragraf 1 

Pub l ikas i 

Pasa l 11 

(1) Pemerintab Desa wajib mempublikasika|n 

Penggunaan D a n a Desa . 

(2) Pub l ikas i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

a . bas i l Musyawarah Desa;dan 

b. da ta Desa , peta potensi dan sumber day 

R P J M Desa , dokumen R K P Desa , 

Desa, dan dokumen APBDesa . 

(3) Pub l ikas i A P B Desa sebagaimana d imaksud p 

sediki t memuat n a m a kegiatan, lokas i kegiatan 

Pasa l 12 

(1) Pub l ikas i sebagaimana d imaksud da lam Pa^a l 

publ ik yang mudab d iakses oleb masya raka t D 

(2) Pub l ikas i penetapan Pr ior i tasPenggunaan D a 

swakelo la dan partisipatif . 

(3) D a l a m b a l Pemerintab Desa t idak mempubbk 

Penggunaan D a n a D e s a d i ruang pub l ik 
Kepala KAban Kabag Asisten I Sekda Wakil 
DPMD Hukum Bupati 

4 f r f— 

dar i R K P D e s a . 

d imaksud pada ayat (1) 

i da ta S D G s Desa; 

i da ta perkembangan 

D a n a D e s a sebagaimana 

penyusunan APBDesa . 

penetapan Pr ior i tas 

terdir i a tas : 

a pembangunan, dokumen 

Penggunaan D a n a Pric ritas 

ada ayat (2) b u r u f b pabng 

, dan besaran anggaran 

11 d i l a k u k a n d i ruang 

^sa . 

ma Desa d i l a k u k a n secara 

s i k a n penetapan Prior i tas 

d imaksud pada sebagaimana 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

@ 

3 

.» 

@ 

(3) 

ob. 

penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Pasal 10 

“Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam 

Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagidn dari RKPDesa. 

- Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaiman 

disusun berdasarkan: 

a. 

b. 

desa melalui indeks desa membangun, dan 

Cc. aspirasi masyarakat Desa. 

RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaarl 

dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalai 

Bagian Ketiga 

Publikasi dan Pelaporan : 

Paragraf 1 

Publikasi 

Pasal 11 

Pemerintah Desa 

Penggunaan Dana Desa. 

Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

a. hasil Musyawarah Desa,dan 

RPJM Desa, dokumen RKP Desa, 

Desa, dan dokumen APBDesa. : 

Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud p 

sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, 

oh Pasal 12 

Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pas 

publik yang mudah diakses oleh masyarakat D 

Publikasi penetapan PrioritasPenggunaan D 

swakelola dan pattisipatif. 

Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublik: 
Penggunaan Dana Desa diruang publik seba 

wajib mempublikasikan 

a dimaksud pada ayat (1) 

rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa, 

rekomendasi hasil perbaikan dan konsd lidasi data perkembangan 

Dana Desa sebagaimana 

mn penyusunan APBDesa. 

penetapan Prioritas 

terdiri atas: 

data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen 

Prigritas Penggunaan Dana 

ada ayat (2) huruf b paling 

dan besaran anggaran 

al 11 dilakukan diruang 
sa. 

  
a Desa dilakukan secara 

isikan penetapan Prioritas : 

gaimana dimaksud pada 
  

— Kepala Kiban .| Kabag 
. DPMD Kejangan | Hukum - 

AsistenI |- Sekda Wakil 
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: 7 : 9 Bupati 

  

 



ayat (1) B a d a n Pe rmusyawara tan D e s a men 

dan/a tau tertul is . 

Paragraf 2 

Pelaporan 

Pasa l 13 

(1) Kepa la D e s a menyampa ikan laporan 

D a n a Desa kepada B u p a t i me la lu i Camat . 

(2) Kepa la D e s a menyampa ikan laporan 

D a n a Desa kepada Menteri. 

(3) Laporan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

dokumen digital menggunakan s is tem inforr 

oleb Kementer ian. 

(4) D a l a m b a l laporan sebagaimana d imaksud 

d i sampa ikan da lam bentuk dokumen digital 

menyampa ikan laporan Prior i tas Penggunaar. 

dengan di fasi l i tasi oleb Tenaga Pendamping 

(5) Penyampaian laporan sebagaimana d imaksu j i 

pal ing l a m a 1 (satu) bu lan setelab R K P Desa d 

yampa ikan teguran l i san 

penet£ pan Prior i tas Penggunaan 

peneb pan Prior i tas Penggunaan 

d i sampa ikan da lam bentuk 

l a s i Desa yang d ised iakan 

pada ayat (2) t idak dapat 

i ta l , Kepa la Desa dapat 

D a n a Desa secara offline 

Prbfesional 

pada ayat ( l ) dan ayat(2) 

te tapkan. 

ii, pemantauan, dan 

Desa sesua i dengan 

Bag ian Keempat 

Pembinaan 

Pasa l 14 

(1) B u p a t i m e l a k u k a n pembinaan mela lu i sosiaf isasi 

eva luas i Pr ior i tas Penggunaan D a n a 

kewenangannya. 

(2) Pembinaan sebagaimana d imaksud pada ayjat (1) dapat d i l impabkan 

kepada Perangkat Daerab dan/a tau Camat . 

(3) Pembinaan sebagaimana d imaksud pada ay^t 

Pendamping Profesional dan p ibak ketiga sdsuai 

pera turan perundang-undangan. 

B A B V 

P E T U N J U K T E K N I S PENGGUNAAN DANA 

Pasa l 15 

Kepala 
DPMD 

Kaban 
Keuifcgan 

Kabag 
Hukum 

Asisten I Sekda Wakil 
Bupati 

M 1 

(2) d ibantu oleb Tenaga 

i dengan ketentuan 

DESA T A H U N 2023 

“ayat (1) Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan 

dan/atau tertulis. i i Tn 

Paragraf 2 

Pelaporan 

) i Pasal 13 

G). | Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan ) 

| Dana Desa kepada Bupati melalui Camat. Tn i 0 

(2) Kepala Desa menyampaikan laporan penetdpan Prioritas Penggunaan 

Dana Desa kepada Menteri. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Hisampaikan dalam bentuk 

—. dokumen digital menggunakan sistem inforrpasi Desa yang disediakan i 

oleh Kementerian. ) 0 

(4) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat 

disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat 

menyampaikan laporan Prioritas benggunaal Dana Desa secara offline ) 

dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Prpfesional ) 

(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksuf pada ayat!i) dan ayat(2) 

paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa di tetapkan. 

Bagian Keempat 

Pembinaan 

) Pasal 14 i 
(1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosial isasi, pemantauan, dan 

evaluasi Prioritas Penggunaan Dana | Desa sesuai dengan 

kewenangannya. : : . i i 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan 

kepada Perangkat Daerah dan/atau Camat. 0 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tenaga 

) Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. i 

BAB v 0 

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023 

Pasal 15 i 

  

— DPMD | Keugagan | Hukum Bupati 

(Ig 
  

Kepala T Kabag Asisten I Sekda Wakil 

                 



(1) Pe tun juk tekn is penggunaan d a n a desa 

d imaksud da lam Pasa l 3 h u r u f (b) 

a r a b a n da lam pe laksanaan prioritas 

2023 . 

i t abun 2023 sebagaimana 

u n t u k member ikan 

d a n a desa T a b u n 

d i m a k s i d k a n 

penggunaan 

(2) Pe tun juk tekn is pe l aksanaan penggunaan 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) tercan 

merupakan bagian yang t idak t e rp i sabkan dar 

B A B V I 

K E T E N T U A N PENUTUPI 

Pasa l 16 

Pera turan B u p a t i i n i m u l a i ber laku pada tanggal 

Agar setiap orang mengetabuinya, memer intabkan 

B u p a t i i n i dengan penempatannya da lam Be r i t a 

U ta ra . 

d ipndangkan. 

pengundangan Peraturan 

Dalerab Kabupaten Gorontalo 

Di te tapkan d i 

pada tanggal 

UPAT I 

'. Cwandang 

X7 Desember 2022 

GOROlNTALO UTARA, 

D iundangkan di Kwandang 

pada tanggal Desember 2022 

S E K R T O R I S D A E R A H K A B U P A T E N GORONTALO 

S U L K M A N L A K O R O 

B E R I T A D A E R A H K A B U P A T E N G O R O N T A L O U T A f I a T A H U N 2022 N O M O R P.^ 

Kepala 
DPMD 1 Kei 

ifian 
mgan 

Kabag 
Hukum 

Asisten I Sekda Wakil 
Bupati 

Dana D e s a T a b u n 2023 

:um da lam Lamp i r an dan 

Pera turan B u p a t i in i . 

I G U 

JTARA , 

(1) : Petunjuk teknis penggunaan dana desa Tahun 2023 sebagaimana 

— dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) dimaksudkan untuk memberikan 

arahan dalam pelaksanaan prioritas pengginaan dana desa Tahun 

12023. i 
(2) Petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2023 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercan um dalam Lampiran dan 

. merupakan bagian yang tidak terpisahkan Garl Peraturan Bupati ini. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di indangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo 

Utara. 

Ditetapkan di Kwandang 
1 pada tanggal Y/ Desember 2022: 

Aporam GORONTALO UTARA, 

    
THARIO IMODANGGU 

Diundangkan di Kwandang 

al 327 Desember2022 

ABIS DAERAH BUPATEN GORONTALO UTARA, 

pada t    
   

   
| BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 38 

  

| Kepala Kaban : Kabag Asisten I Sekda Wakil 

DPMD Kejangan | Hukum bi » Bupati 
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L A M P I R A N P E R A T U R A N B U P A T I G O R O N T A L O U T A R ^ 

N O M O R : y> T A H U N 2 0 2 2 

T A N G G A L : I ? Oe^MfSfe*WTAHUN 2 0 2 2 

P E R I H A L : P E T U N J U K T E K N I S P E N G G U N A A N D A R A D E S A T A H U N 2 0 2 3 

B . 

P E T U N J U K T E K N I S 

P E N G G U N A A N D A N A D E S A 

T A H U N 2 0 2 3 D I K A B U P A T E N G O R O N T A L O U T A R A 

B A B I 

P E N D A H U L U A N 

L a t a r B e l a k a n g 

U n d a n g - U n d a n g N o m o r 6 T a h u n 

m e m a n d a t k a n b a h w a D e s a b e r w e n a n ; 

m e n g u r u s u r u s a n p e m e r i n t a h a n d a n 

K a r e n a n y a D e s a j u g a b e r w e n a n g 

p r i o r i t a s p e n g g u n a a n D a n a D e s a . 

S e l a m a t a h u n 2 0 2 0 s a m p a i t a h u n 

p e n g g u n a a n D a n a D e s a a d a l a h u n t u k 

Corona Virus Disease 2 0 1 9 ( C O V I D - 1 9 ) 

b e r b a g a i s e n d i k e h i d u p a n m a s ; 

e k o n o m i , k e s e j a h t e r a a n m a s y a r a k a t 

m e n i m b u l k a n k o r b a n j i w a , d a n 

d e n g a n b e r j a l a n n y a w a k t u , p a n d e m i 

2 0 1 9 ( C O V I D - 1 9 ) s e m a k i n t e r k e n d a l i 

2 0 1 4 t e n t a n g D e s a , 

u n t u k m e n g a t u r d a n 

k j e p e n t i n g a n m a s y a r a k a t . 

m e n g a t u r p e n e t a p a n u n t i k 

SUIT h e r 

m a s i h 

t e r h a d a p p e r u b a h a n a r a h k e b i j a k a n 

P e n g g u n a a n D a n a D e s a t a h u n 2 0 2 3 

p e m u l i h a n e k o n o m i , p e n i n g k a t a n 

p e r c e p a t a n p e n g b a p u s a n k e m i s k i n a n 

m e m p e r h a t i k a n p e r m a s a l a h a n y a n g 

p e n a n g a n a n stunting, p e l a k s a n a a n pg 

p e n g e m b a n g a n e k o n o m i D e s a s e r t a , 

d a n n o n a l a m y a n g s e s u a i k e w e n a n g a n 

T u j u a n 

M e m b e r i k a n a r a h P r i o r i t a s P e n g g u n a a n 

u n t u k p e m u l i h a n e k o n o m i n a s i o n a l . 

Kepala 
DPMD 

K. 
Kei 

iban 
mgan 

Kabag 
Hukum 

A iisten 1 Sekda Wakil 
Bupati 

(| i 7t 

y a r a k a t 

m? L U p u n 

k e r i g i a n 

2 0 2 2 f o k u s t e r b e s a r 

m e n a n g g u l a n g i w a b a h 

y a n g b e r d a m p a k k e p a d a 

b a i k a s p e k s o s i a l , 

b u d a y a d a n t e l a h 

m a t e r i a l . S e i r i n g 

Corona Virus Disease 

s e h i n g g a b e i i m p l i k a s i 

i j i e n g g u n a a n D a n a D e s a . 

l e b i h d i f o k u s k a n u n t u k 

d a y a m a n u s i a d a n 

e k s t r e m d e n g a n t e t a p 

m e n g e m u k a s e p e r t i 

d a t k a r y a t u n a i D e s a , 

b e n c a n a a l a m pe: l a n g a n a n 

D e s a . 

D a n a D e s a T a h u n 2 0 2 3 

p r i o r i t a s n a s i o n a l . pre i g r a m 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO UTAR, 

NOMOR 10 TAHUN 2022: 

TANGGAL  :1f DEsemec €TAHUN 2022 

: PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN A DESA TAHUN 2023 PERIHAL : 
  

— Penggunaan Dana Desa tahun 2023 

PETUNJUK TEKNIS 

PENGGUNAAN DANA DESA 
TAHUN 2023 DI KABUPATEN GORONT! 

BAB I 
i PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

memandatkan bahwa Desa berwenang 

mengurus urusan pemerintahan dan 

Karenanya Desa juga berwenang unti 

prioritas penggunaan Dana Desa. 

Selama tahun 2020 sampai tahun 

penggunaan Dana Desa adalah untuk 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

berbagai sendi kehidupan masyarak 

ekonomi, kesejahteraan masyarakat ma 

menimbulkan korban jiwa, dan ker! 

dengan berjalannya waktu, pandemi| 

2019 (COVID-19) semakin terkendali 
terhadap perubahan arah kebijakan | 

pemulihan ekonomi, peningkatan sum 

percepatan penghapusan kemiskinan 

memperhatikan permasalahan yang md 

penanganan stunting, pelaksanaan pz 

pengembangan ekonomi Desa serta, pel 

dan nonalam yang sesuai kewenangan. L 

Tujuan 

Memberikan arah Prioritas Penggunaan 

untuk pemulihan ekonomi nasional, prc 

(LO UTARA 

2014 

untuk mengatur dan 

tentang Desa, 

epentingan masyarakat: 

ik mengatur penetapan 

2022 fokus terbesar 

menanggulangi wabah 

yang berdampak kepada 

at baik aspek sosial, 

lupun budaya dan telah 

igian material. Seiring 

Corona Virus Disease 

sehingga berimplikasi 

enggunaan Dana Desa. 

lebih difokuskan untuk 
ber daya manusia dan 

ekstrem dengan tetap 

isih mengemuka seperti i 

dat karya tunai Desa, 

hanganan bencana alam 

'esa. 

Dana Desa Tahun 2023 

gram prioritas nasional, 

  

Kaban Kepala 

Kedingan DPMD 

Kabag 

Hukum 
Wakil 

Bupati 

bisten I Sekda 
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d i d a s a r k a n 

2. 

3. 

4. 

5. 

t a n p a 

d a n m i t i g a s i d a n p e n a n g a n a n b e n c a n a 

m e n d u k u n g p e n c a p a i a n S D G s D e s a . 

C. P r i n s i p 

P r i o r i t a s P e n g g u n a a n D a n a D e s a 

1. K e m a n u s i a a n a d a l a b p e n g u t a m a a n 

m a r t a b a t m a n u s i a ; 

K e a d i l a n a d a l a b p e n g u t a m a a n 

k e p e n t i n g a n s e l u r u b w a r g a D e s a 

K e b b i n e k a a n a d a l a b p e n g a k u a i . 

t e r b a d a p k e a n e k a r a g a m a n b u d a y a 

s e b a g a i p e m b e n t u k k e s a l e b a n sos ie 

k e m a n u s i a a n u n i v e r s a l ; 

K e s e i m b a n g a n a l a m a d a l a b 

y a n g l e s t a r i u n t u k k e b e r l a n j u t a n 

K e b i j a k a n s t r a t e g i s n a s i o n a l 

s e b a g a i m a n a t e r t u a n g d i d a l a m 

t a b u n 2 0 2 3 d e n g a n t e t a p m e m p e r b a | t i k a n 

d a n 

6. S e s u a i d e n g a n k o n d i s i o b y e k t i f 

y a n g s e b e n a m y a b e r d a s a r k a n date 

t a n p a d i p e n g a r u b i p e n d a p a t a t a u 

t e r l e p a s d a r i p e r s e p s i e m o s i , a t a u i n 

£ l a m d a n n o n a l a m u n t u k 

D e s a . 

p a d a p r i n s i p : 

b a k d a s a r , b a r k a t d a n 

p e m e n u b a n b a k d a n 

m e m b e d a - b e d a k a n ; 

d a n p e n g b o r m a t a n 

d a n k e a r i f a n l o k a l 

1 b e r d a s a r k a n n i l a i - n i l a i 

p e n g u t a m a a n 

k e h i d u p a n 

b e r b a s i s 

R e n c a n a 

p e r a w a t a n b u m i 

m a n u s i a ; 

k e w e n a n g a n D e s a 

K e r j a P e m e r i n t a b 

k e w e n a n g a n D e s a ; 

a d a l a b s u a t u k e a d a a n 

d a n i n f o r m a s i f a k t u a l , 

p a n d a n g a n p r i b a d i d a n 

a j i n a s i . 

Kepala 
DPMD 

Kal 
Keud 

3an 
agan 

Kabag 
Hukum 

A listen I Sekda Wakil 
Bupati 

1 H / V 

dan mitigasi dan penanganan bencana dlam dan nonalam untuk 

. mendukung pencapaian SDGs Desa. | 

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip: 

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan| hak dasar, harkat dan 

) martabat manusia, i i | i 3 

2. Keadilan adalah pengutamaan (pemenuhan hak dan 

| kepentingan seluruh warga Desa tahpa membeda-bedakan, 

3. Kebhinekaan “adalah pengakuar dan penghormatan 

) terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal 

sebagai pembentuk kesalehan sosidi berdasarkan nilai-nilai 

kemanusiaan universal: ho ag . 

4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi 

“yang lestariuntuk keberlanjutan kehidupan manusia: 

5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa 

sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah ) 

| tahun 2023 dengan tetapmemperhakikan kewenangan Desa: 

dan Tn h ) 
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan 

yang sebenarnya berdasarkan datd dan informasi faktual, 

tanpa i dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan 

terlepas dari persepsi emosi, atau injajinasi. 

  

Kepala Kaban Kabag Abisten I Sekda Wakil 

DPMD Keugygan | Hukum Bupati 
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m e n n 

d s n 

l o k a l , 

s e c j i r a 

a d a l a h 

B A B I I 

PR IOR ITAS PENGGUNAAN 

A. S D G s D e s a 

U n d a n g - U n d a n g N o m o r 6 T a h u n 2 0 

s e l a n j u t n y a d i s e b u t U n d a n g - U n d a n g D e 

t u j u a n p e m b a n g u n a n D e s a a d a l a b 

m a s y a r a k a t D e s a d a n k u a l i t a s 

p e n a n g g u l a n g a n k e m i s k i n a n m e l a l u i 

d a s a r , p e m b a n g u n a n s a r a n a 

p e n g e m b a n g a n p o t e n s i e k o n o m i 

s u m b e r d a y a a l a m d a n I m g k u n g a n 

d i m a k s u d d e n g a n b e r k e l a n j u t a n 

u n t u k p e m e n u b a n k e b u t u h a n s a a t 

m e n g o r b a n k a n p e m e n u b a n k e b u t u h a n 

d e p a n . 

U n t u k m e n g o p e r a s i o n a l k a n t u j u a n 

d i m a n d a t k a n o l e b U n d a n g - U n d a n g D 

D a n a D e s a d i p r i o r i t a s k a n u n t u k m i i 

t i po l og i D e s a d a n 1 8 ( d e l a p a n b e l a s ) tuj 

b e r i k u t : 

1 . D e s a t a n p a k e m i s k i n a n d a n 

S D G s D e s a 1 : D e s a t a n p a 

S D G s D e s a 2 : D e s a t a n p a k e l a p a r a j j i 

2. D e s a e k o n o m i t u m b u b m e r a t a 

S D G s D e s a 8 : p e r t u m b u b a n e k o n o r j i i 

S D G s D e s a 9 : i n f r a s t r u k t u r d a n i 

k e b u t u h a n ; 

S D G s D e s a 1 0 : d e s a t a n p a k e s e n j a r 

S D G s D e s a 1 2 : k o n s u m s i d a n 

l i n g k u n g a n . 

3 . D e s a p e d u l i k e s e h a t a n 

S D G s D e s a 3 : D e s a s e b a t d a n 

S D G s D e s a 6 : D e s a l a y a k a i r b e r s i h 

S D G s D e s a 1 1 : k a w a s a n p e r m u k i m 

n y a m a n . 

4. D e s a p e d u l i l i n g k u n g a n 

S D G s D e s a 7 : D e s a b e r e n e r g i b e r s i t 

S D G s D e s a 1 3 : D e s a t a n g g a p 

D A ^ A D E S A 

4 t e n t a n g D e s a y a n g 

s a m e m a n d a t k a n b a h w a 

g k a t k a n k e s e j a b t e r a a n 

M d u p m s m u s i a s e r t a 

p e m e n u b a n k e b u t u h a n 

p r a s a r a n a D e s a , 

s e r t a p e m a n f a a t a n 

b e r k e l a n j u t a n . Y a n g 

p e m b a n g u n a n D e s a 

i n i d i l a k u k a n t a n p a 

g e n e r a s i D e s a d i m a s a 

p e j m b a n g u n a n D e s a y a n g 

s a , m a k a p e n g g u n a a n 

i w u j u d k a n 8 ( d e l a p a n ) 

u a n S D G s D e s a s e b a g a i 

p r o d u k 

s e j a l it 

p e r n Dab 
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"( 1 ^ 4 

k e l a p a j a n 

k e m i s k i n a n ; d a n 

m c v a s i 

i D e s a m e r a t a ; 

i D e s a s e s u a i 

g a n ; d a n 

s i D e s a s a d a r 

e r a ; 

d a n s a n i t a s i ; d a n 

m D e s a a m a n d a n 

d a n t e r b a r u k a n ; 

a n i k l i m ; 

BAB II 

PRIORITAS PENGGUNAAN DA 

SDGs Desa 

NA DESA 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 tentang Desa yang 

selanjutnya disebut Undang-Undang De 

tujuan pembangunan Desa adalah menj 

dan kualitas 1 
penanggulangan kemiskinan melalui 

da 

lok 

sumber dayaalam dan lingkungan seci 

masyarakat Desa 

dasar, pembangunan sarana 

pengembangan potensi ekonomi 

dimaksud dengan berkelanjutan adal 

untuk pemenuhan kebutuhan saat 

mengorbankan pemenuhan kebutuhan 

depan. 

sa memandatkan bahwa 

Ingkatkan kesejahteraan 

idup manusia serta 

pemenuhan kebutuhan 

In 

al, 

ara berkelanjutan. Yang 

prasarana Desa, 

serta pemanfaatan 

ah pembangunan Desa 

dilakukan tanpa 

generasi Desa di masa 

ini 

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang 

dimandatkan oleh Undang-Undang D 

Dana Desa diprioritaskan untuk mc 

tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tuj 

berikut: 

1. 

SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskin 

SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparai 

Desa ekonomi tumbuh merata 

SDGs Desa 8: pertumbnhan ekonor! 

SDGs Desa 9: infrastruktur dan inc 

kebutuhan, 

SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjar 

SDGs Desa 12: konsumsi dan prod 

lingkungan. 

Desa peduli kesehatan 

SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejat 

SDGs Desa 6: Desa layak air bersih 

SDGs Desa 11: kawasan permukim 

nyaman. 

Desa peduli lingkungan 

SDGs Desa 7: Desa berenergi bersik 

SDGs Desa 13: Desa tanggap peru 

Desa tanpa kemiskinan dan kelapaan 

esa, maka penggunaan 

wujudkan 8 (delapan) 

uan SDGs Desa sebagai 

an: dan 

1. 

hi Desa merata, 

vasi Desa sesuai 

gan, dan 

uksi Desa sadar 

tera, 

dan sanitasi: dan 

an Desa aman dan 

| dan terbarukan, 

bahan iklim: 
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;aj i l a u t ; d a n 

g a n d a r a t . 

S D G s D e s a 1 4 : D e s a p e d u l i l i n g k u n 

S D G s D e s a 1 5 : D e s a p e d u l i l i n g k u r 

5. D e s a p e d u l i p e n d i d i k a n 

S D G s D e s a 4 : p e n d i d i k a n D e s a b e i j k u a l i t a s 

6. D e s a r a m a b p e r e m p u a n 

S D G s D e s a 5 : k e t e r l i b a t a n p e r e m p r j a n D e s a . 

7. D e s a b e r j e j a r i n g 

S D G s D e s a 1 7 : k e m i t r a a n u n t u k p e m b a n g u n a n D e s a . 

8. D e s a t a n g g a p b u d a y a 

S D G s D e s a 1 6 : D e s a d a m a i 

S D G s D e s a 1 8 : k e l e m b a g a a n d e s a 

a d a p t i f . 

b e r k e a d i l a n i l a n ; d a n 

d i n a m i s d a n b u d a y a d e s a 

d a l a n 

k a r e i l a 

me m b i a y a i 

U p a y a p e n c a p a i a n S D G s D e s a 

P a n d e m i C O V I D - 1 9 t i d a k m u d a b , 

D e s a 2 0 2 3 d i p r i o r i t a s k a n u n t u k 

m e n d u k u n g p e n c a p a i a n S D G s D e s a 

k e g i a t a n p e m u l i b a n e k o n o m i n a s i o i i a l 

n a s i o n a l , d a n m i t i g a s i d a n p e n a n g a i 

n o n a l a m . 

y a n g b e r k a i t a n d e n g a n 

p r o g r a m p r i o r i t a s 

a n b e n c a n a a l a m d a n 

B . P e m u l i b a n E k o n o m i N a s i o n a l S e s u a i 

P r i o r i t a s P e n g g u n a a n D a n a D e s a 

n a s i o n a l s e s u a i k e w e n a n g a n D e s a m e l i p 

1 . P e n d i r i a n , p e n g e m b a n g a n , d a n 

p e n g e l o l a a n b a d a n u s a b a m i l i k 

D e s a b e r s a m a , m e n c a k u p : 

a . p e n d i r i a n b a d a n u s a b a m i l i k 

u s a b a m i b k D e s a b e r s a m a ; 

p e n y e r t a a n m o d a l b a d a n u s a b k 

b a d a n u s a b a m i l i k D e s a b e r s a n 

p e n g e m b a n g a n u s a b a d a n / a 

u s a b a m i l i k D e s a d a n / a t a u 

b e r s a m a y a n g d i f o k u s k a n 

p e n g e m b a n g a n p r o d u k u n g g u l 

u n g g u l a n k a w a s a n p e r d e s a a n , 

1) p e n g e l o l a a n b u t a n D e s a ; 

2) p e n g e l o l a a n b u t a n a d a t ; 

3) p e n g e l o l a a n a i r m i n u m ; 

b. 

c. 
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4 \ 

s i t u a s i d a n k o n d i s i 

i t u p e n g g u n a a n D a n a 

k e g i a t a n y a n g 

K e w e n a n g a n D e s a 

u n t i u k p e m u l i h a n e k o n o m i 

u t i : 

p e n i n g k a t a n k a p a s i t a s 

D j e s a / b a d a n u s a b a m i l i k 

D e s a d a n / a t a u b a d a n 

m i l i k D e s a d a n / a t a u 

a ; d a n 

a u u n i t u s a b a b a d a n 

b k d a n u s a b a m i l i k D e s a 

p e m b e n t u k a n d a n 

D e s a d a n / a t a u p r o d u k 

i n t a r a l a i n : 

k e j a d a 

a i 

SDGs Desa 14: Desa peduli lingkuns 

SDGs Desa 15: Desa peduli lingkun 

5. Desa peduli pendidikan 

SDGs Desa 4: pendidikan Desa ber 

6. Desa ramah perempuan 

SDGs Desa 5: keterlibatan perempu 

7. Desa berjejaring 

SDGs Desa 17: kemitraan untuk pd 

8. Desa tanggap budaya 

SDGs Desa 16: Desa damai berkeac 

SDGs Desa 18: kelembagaan desa d 

adaptif. 

Upaya pencapaian. SDGs Desa dala! 

Pandemi COVID- 19 tidak mudah, kare 

Desa 2023 diprioritaskan untuk me 

mendukung pencapaian SDGs Desa 

kegiatan pemulihan ekonomi nasioi 

nasional, dan mitigasi dan penangar 

nonalam. 

Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Ke 

Prioritas Penggunaan Dana Desa unt 

nasional sesuai kewenangan Desa melip 

1. Pendirian, pengembangan, dan 

pan laut, dan 

gan darat. 

kaalitas. 

an Desa. 

mbangunan Desa. 

llan: dan 

linamis dan budaya desa 

m situasi dan kondisi 

ha itu penggunaan Dana 

mbiayai kegiatan yang 

yang berkaitan dengan 

hal, program prioritas 

lan bencana alam dan 

wenangan Desa 

uk pemulihan ekonomi 

uti: 

peningkatan kapasitas 

pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik 

Desa bersama, mencakup: 

a. pendirian badan usaha milik 

usaha milik Desa bersama, 

b. penyertaan modal badan usah: 

badan usaha milik Desa bersam 

pengembangan usaha dan/at 

usaha milik Desa dan/atau b 

bersama yang difokuskan ker 

pengembangan produk unggulai 

unggulan kawasan perdesaan, # 

1) 

2) 

3) 

pengelolaan hutan Desa, 

pengelolaan hutan adat: 

pengelolaan air minum, 

Desa dan/atau badan 

4 milik Desa dan/atau 

aa, dan 

au unit usaha badan 

adan usaha milik Desa 

ada pembentukan dan 

1 Desa dan/atau produk 

yntara lain: 
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4) 

5) 

6) 

7) 

p r o i u k t i f 

D e s a / 1 a d a n 

p a d 

u n g i u l 

p e n g e m b a n g a n p r o d u k 

d a n / a t a u p e t e m a k a n ; 

p e n g e m b a n g a n p r o d u k 

p e n g a s a p a n , p e n g g a r a m a n 

l a i n ) ; 

P e n g e m b a n g a n p e m a s a r a n 

P e n g e l o l a a n s a m p a b . 

d . k e g i a t a n l a i n n y a u n t u k 

p e n g e m b a n g a n , d a n p e n i n g k a t a l n 

b a d a n u s a b a m i l i k D e s a d a n / a 

D e s a b e r s a m a s e s u a i d e n g a n 

d i p u t u s k a n d a l a m M u s y a w a r a b 

P e n g e m b a n g a n u s a b a e k o n o m i 

d i k e l o l a b a d a n u s a b a m i l i k 

b e r s a m a m e l i p u t i : 

a . b i d a n g p e r t a n i a n , p e r k e b u n a n 

p e r i k a n a n y a n g d i f o k u s k a n 

p e n g e m b a n g a n p r o d u k 

p e r d e s a a n ; 

b. b i d a n g j a s a , u s a b a i n d u s t r i 

r u m a b a n y a n g d i f o k u s k a n 

p e n g e m b a n g a n p r o d u k 

p e r d e s a a n ; 

b i d a n g s a r a n a d a n p r a s a r a i ] i a 

u n g g u l a n D e s a d a n / a t a u p e r d 

p e m a n f a a t a n p o t e n s i w i l a y a b 

p e r b u t a n a n s o s i a l ; 

p e n g e l o l a a n b u t a n y a n g m e n j 

r e f o r m a a g r a r i a u n t u k 

m a s y a r a k a t ; 

f. p e m a n f a a t a n t e k n o l o g i t e p a 

l i n g k u n g a n d a n b e r k e l a n j u t a n ; 

g. k e g i a t a n l a i n n y a u n t u k 

u s a b a e k o n o m i p r o d u k t i f y a n g 

b a d a n u s a b a m i l i k 

b e r s a m a s e s u a i d e n g a n 

d i p u t u s k a n d a l a m M u s y a w a r a b 

P e n g e m b a n g a n D e s a w i s a t a m e l i p u t 

I e r t a n i a n , p e r k e b u n a n , 

o e r i k a n a n ( p e m b e n i b a n , 

p e r e b u s a n d a n l a i n -

I i a n d i s t r i b u s i p r o d u k ; d a n 

n j i e w u j u d k a n p e n d i r i a n , 

k a p a s i t a s p e n g e l o l a a n 

t a u b a d a n u s a b a m i l i k 

k e w e n a n g a n D e s a d a n 

D e s a . 

i f y a n g d i u t a m a k a n 

u s a b a m i l i k D e s a 

ung§jjl ; 

c. 

d . 

e. 
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4 1/ 

p e t e m a k a n d a n / a t a u 

a p e m b e n t u k a n d a n 

a n D e s a d a n / a t a u 

1 e c i l 

k e j >ad 

i l , d a n / a t a u i n d u s t r i 

a p e m b e n t u k a n d a n 

a n D e s a d a n / a t a u 

p e m a s a r a n p r o d u k 

b u t a n d a n o p t i m a l i s a s i 

e s a a n 

d i s u m b e r t a n a b o b j e k 

p|rogram k e s e j a b t e r a a n 

g u n a y a n g r a m a b 

d a n 

m e w u j u d k a n p e n g e m b a n g a n 

c i u t a m a k a n d i k e l o l a o l e b 

D e s a / b a d a n u s a b a m i l i k D e s a 

k q w e n a n g a n D e s a d a n 

D e s a . 

Pengembangan usaha ekenomi pro 

dikelola badan usaha milik Desa/k 

bersama meliputi: 

a. 

Pengembangan Desa wisata meliputi: 

. diputuskan dalam Musyawarah 

pengembangan produk ungg 

4 pengembangan produk r 

dan/ataupeternakan, 

5) pengembangan produk 

i pengasapan, 

lain), 

6) Pengembangan pemasaran 6 

7) 
kegiatan 

Pengelolaan sampah. 

lainnya untuk 1x 

pengembangan, dan peningkata 

badan usaha milik Desa dan/a 

Desa bersama sesuai dengan 

bidang pertanian, perkebunan 

perikanan yang difokuskan p 

perdesaan, 

bidang jasa, usaha industri -h 

rumahan yang difokuskan key 

pengembangan produk ungg 

perdesaan, . i 

bidang sarana dan prasara1 

unggulan Desa dan/ atau perdes 

pemanfaatan potensi wilayah 

perhutanan sosial, i 

pengelolaan hutan yang menja 

penggaraman, 

ertanian, perkebunan, 

perikanan (pembenihan, 

perebusan dan lain- 

lan distribusi produk, dan 

ewujudkan pendirian, 

n kapasitas pengelolaan 

tau badan usaha milik 

kewenangan Desa dan 

Desa. 

duktif yang diutamakan 

adan usaha milik Desa 

, peternakan dan/atau 

ada pembentukan dan 

hilan Desa dan/atau 

ecil, dan/atau industri 

ada pembentukan dan 

ulan Desa dan/atau 

la pemasaran produk 

aan, 

hutan dan optimalisasi 

di sumber tanah objek 

reforma agraria untuk program kesejahteraan 

masyarakat, 

pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah 

lingkungan dan berkelanjutan: 4 

kegiatan lainnya untuk mewi 

usaha ekonomi produktif yang d 

badan usaha milik Desa/bac 

bersama 

diputuskan dalam Musyawarah 

sesuai dengan kewenangan Desa 

lan 

yudkan pengembangan 

Irutamakan dikelola oleh 

lan usaha milik Desa 

dan 

Desa. 
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p r a s a i a n a 

d i p u t u s l i a n 

K e w e r a n g a n 

a . p e n g a d a a n , p e m b a n g u n a n , 

p e m e l i b a r a a n s a r a n a d a n 

: p e r g o l a , gazebo , p o n d o k 

d a n / a t a u k i o s c e n d e r a m a t a ; 

b. p r o m o s i D e s a w i s a t a d i u t a m a k ^ 

d a n b e r b a s i s d i g i t a l ; 

c. p e l a t i b a n p e n g e l o l a a n D e s a w i s a l t a 

d . p e n g e m b a n g a n i n v e s t a s i d e s a w i s a t a 

e. p e n g e m b a n g a n k e r j a s a m a antajr 

f. p e n g e m b a n g a n D e s a w i s a t a 

k e w e n a n g a n D e s a d a n 

D e s a . 

C. P r o g r a m P r i o r i t a s N a s i o n a l S e s u a i 

P r i o r i t a s P e n g g u n a a n D a n a D e s a u n t u k 

s e s u a i k e w e n a n g a n D e s a m e l i p u t i : 

1 . P e r b a i k a n d a n k o n s o l i d a s i d a t a 

p e n d a t a a n p e r k e m b a n g a n d e s a 

m e m b a n g u n : 

a . p e n d a t a a n p o t e n s i d a n s u m b e r 

b. p e n d a t a a n p a d a t i n g k a t r u k u n 

c. p e n d a t a a n p a d a t i n g k a t k e l u a r g 

d . p e n d a t a a n w a r g a p e k e r j a m i g r a n 

e. p e m u t a k b i r a n d a t a D e s a t e r m a s u k 

f. p e n d a t a a n k e s e n i a n d a n b i j i d a y a 

k e l e m b a g a a n a d a t ; 

g. p e n g a d a a n p r a s a r a n a d a n s a r k n a 

d a n k o m u n i k a s i u n t u k 

k o n s o l i d a s i d a t a S D G s E 

p e m a n f a a t a n d a n 

D e s a w i s a t a s e p e r t i 

v jdsa ta a t a u homestay, 

S D S s 

2. 

p e r k e m b a n g a n d e s a m e l a l u i i r 

m e l i p u t i : 

1) t o w e r u n t u k j a r i n g a n i n t e r n e t 

2) k o m p u t e r ; 

3] smartphone; dan 

4) l a n g g a n a n i n t e r n e t . 

h . p e n d a t a a n D e s a l a i n n y a 

k e w e n a n g a n D e s a d a n 

D e s a . 

p e n g u a t a n k e t a b a n a n p a n g a n naba t j i d a n b e w a n i : 

d i p u t u s k a n 

Kepala 
DPMD 
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Ke 1 

iban 

langan 

Kabag 
Hukum 

t 

m e l a l u i g e l a r b u d a y a 

d e s a w i s a t a ; d a n 

a i n n y a s e s u a i d e n g a n 

d a l a m M u s y a w a r a b 

D e s a 

p r o g r a m p r i o r i t a s n a s i o n a l 

D e s a d a n 

m e l a l u i i n d e k s d e s a 

i a y a p e m b a n g u n a n D e s a ; 

t e t a n g g a ; 

d a t a k e m i s k i n a n ; 

l o k a l t e r m a s u k 

m e n i m j a n g 

t e k n o l o g i m f o r m a s i 

p e r b a i k a n d a n 

e s a d a n p e n d a t a a n 

d e k s d e s a m e m b a n g u n 

y a n g s e s u a i d e n g a n 

d a l a m M u s y a w a r a b 

Ai isten I 

4 

Sekda 

t 
Wakil 
Bupati 

Program Prioritas Nasional Sesuai Kewer 

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk 

sesuaikewenangan Desa meliputi: 

1. 

2. 

Perbaikan dan konsolidasi data SD 

pendataan perkembangan desa 

” membangun: 0 

a. . 

»
?
 hn 

pemeliharaan sarana dan prasar 

dan/atau kios cenderamata: 

. promosi Desa wisata diutamak: 

| dan berbasis digital, ) 
“pelatihan pengelolaan Desa wisa 

: pengembangan Desa wisata 

“Desa. 

pendataan potensi dan sumber 

pendataan pada tingkat rukun t 

| pendataan pada tingkat keluarg 

) pemutakhiran data Desa termas 

' pendataan kesenian ' dan bi 

| kelembagaan adat, 

pengadaan prasarana dan sar: 

“konsolidasi 

| meliputi: 

f 2) komputer, 

4) langganan internet. 

Desa. 

pengadaan, pembangunan, 

pergola, gazebo, pondok v 

pengembangan investasi desa wi 

pengembangan kerja sama antaf 

pemanfaatan dan 

ana Desa wisata seperti : 

risata atau homestay, 

in melalui gelar budaya 

ta, 

sata 

r desa wisata, dan 

lainnya sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah 

| pendataan warga pekerja migran: 

SDGs DL 

perkembangan desa melalui in 

data 

1) tower untuk jaringan intern: 

3) smartphone: dan 

pendataan Desa lainnya yang 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah — 

jangan Desa 

Gs Desa dan 

melalui indeks desa 

laya pembangunan Desa, 

etangga, 

Aa, 

'uk data kemiskinan, 

idaya - lokal termasuk 

ana teknologi informasi 

dan komunikasi untuk meniinjang perbaikan dan 

esa dan pendataan 

deks desa membangun 

Pt, 

sesuai dengan 

penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani: 
  

program prioritas nasional 

Kepala 

DPMD 

ban 

Kejiangan 

Kabag Asisten I Sekda 
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d a i / 

p e n g e m b a n g a n u s a b a 

p e r b u t a n a n , p e t e m a k a n d a n / a t d u 

I ) p e n g a d a a n b i b i t a t a u b e n i b ; 

2] p e m a n f a a t a n l a b a n u n t u k 

3) p e l a t i b a n b u d i d a y a 

p e r b u t a n a n , p e t e m a k a n , 

4) p e n g e m b a n g a n p a k a n t e m a j c 

5] p e n g e m b a n g a n s e n t r a 

p e r b u t a n a n , p e t e m a k a n , 

t e r p a d u ; 

6) p e m b u k a a n l a b a n 

7) p e m b a n g u n a n d a n / a t a u n o 

8) p e m b a n g u n a n , p e n i n g k a t 4 n 

j a l a n u s a b a t a n i ; 

9) p e m b a n g u n a n k o l a m ; 

10) p e m b a n g u n a n k a n d a n g 

I I ) p e n g a d a a n a l a t p r o d u k s i 

p e r b u t a n a n , p e t e m a k a n 

12) p e n g e m b a n g a n u s a b a 

p e r b u t a n a n , p e t e m a k a n 

l a i n n y a s e s u a i k e w e n a n g a n 

P e m b a n g u n a n d a n p e n g e l o l a a n 

1) P e m b a n g u n a n l u m b u n g 

2) P e m b a n g u n a n d a n 

p e n d u k u n g l u m b u n g 

a k s e s j a l a n , t e m b o k p e n a b 

3) P e m b a n g u n a n p r a s a r a n a 

p e n g o l a b a n p a s c a p a n e n ; 

1) p e n g a d a a n a l a t t e k n o l o g i 

p a s c a p a n e n ; 

2) p e l a t i b a n p e n g e l o l a a n b a s i l 

p e n g e m b a n g a n p e r t a n i a n k e l u a 

l e s t a r i , b i d r o p o n i k , a t a u bioponipc 

p e n g e m b a n g a n j a r i n g a n 

p e r k e b u n a n , p e r b u t a n a n , 

p e r i k a n a n ; 

p e n g e m b a n g a n u s a b a / u n i t u s d b a 

D e s a / b a d a n u s a b a m i l i k D e s a 

L e b u n b i b i t a t a u b e n i b ; 

p e r t a n i a n , p e r k e b u n a n , 

d a p / a t a u p e r i k a n a n ; 

a l t e m a t i f ; 

p|er tan ian , p e r k e b u n a n , 

d a n / a t a u p e r i k a n a n 

p e r t a n i a i } . / p e r k e b u n a n ; 

m a l i s a s i j a r i n g a n i r i g a s i ; 

, d a n p e m e l i b a r a a n 

pa r Lgan 

pem( ; l ib 

p a n gan. 

en 

p e m a s a r a n 

Kepala 
DPMD 
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p e r t a n i a n , p e r k e b u n a n , 

p e r i k a n a n : 

k o i i i u n a l ; 

p e r t a n i a n , p e r k e b u n a n , 

a t a u p e r i k a n a n ; 

p j e r t a n i a n , p e r k e b u n a n , 

d a n / a t a u p e r i k a n a n 

d e s a . 

l u m b u n g p a n g a n D e s a : 

D e s a ; 

i b a r a a n i n f r a s t m k t u r 

d e s a a n t a r a l a i n 

t a n a b , j a r i n g a n a i r ; 

p d m a s a r a n p r o d u k p a n g a n ; 

t epa t g u n a p e n g o l a b a n 

p a n e n ; 

g a , p e k a r a n g a n p a n g a n 

p r o d u k p e r t a n i a n , 

p e t e m a k a n d a n / a t a u 

b a d a n u s a b a m i l i k 

b e r s a m a y a n g b e r g e r a k 

pengembangan usaha 

perhutanan, peternakan dan/ata 

1) 

2) 

pengadaan bibit atau benih) 

pemanfaatan lahan untuk k 

3) pelatihan budidaya pektanian, perkebunan, 

perhutanan, peternakan, dah/atau perikanan, Tn 

4) pengembangan pakan ternak alternatif, 

5) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, 

perhutanan, peternakan, | dan/atau perikanan 

i terpadu, — i 

6) pembukaan lahan pertaniari /perkebunan, 

7) pembangunan dan/ atau noftmalisasi jaringan irigasi, 

8) .pembangunan, peningkatdn, dan pemeliharaan 

jalan usahatani: 

9) pembangunan kolam, 

10) pembangunan kandang korhunal, 

11) pengadaan alat produksi bertanian, perkebunan, 

perhutanan, peternakan dan/atau perikanan: 

12) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, 

perhutanan, peternakan dan /atau perikanan ) 

lainnya sesuai kewenangan 

Pembangunan dan pengelolaan 

1) Pembangunan lumbung par 

2) Pembangunan dan pemc 

pendukung lumbung pan 

akses jalan, tembokpenahs 

3 Pembangunan prasarana pe 

pengolahan pasca panen, 

1) pengadaan alat teknologi 

pasca panen, 

2) pelatihan pengelolaan hasil 

pengembangan pertanian keluai 

lestari, hidroponik, atau bioponik. 

| pertanian, perkebunan, 

ju perikanan: 

ebun bibit atau benih, 

desa. 

lumbung pangan Desa: 

hgan Desa, 

liharaan infrastruktur 

gan desa antara lain 

n tanah, jaringan air, 

masaran produk pangan: 

tepat guna pengolahan 

panen, 

rga, pekarangan pangan 

“. pengembangan jaringan pemasaran “produk pertanian, 

perkebunan, perhutanan, 

perikanan, 

pengembangan usaha/ unit us4 

Desa/ badan usaha milik Desa 

peternakan dan/atau 

ha badan usaha milik ) 

bersama yang bergerak 
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g 

p e n g u a t a n / p e n y e r t a a n 

l a i n n y a y a n g s e s u a i 

d i b i d a n g p a n g a n n a b a t i d a n / ^ t a u b e w a n i , t e r m a s u k 

n a m u n t i d a k t e r b a t a s p a d a 

m o d a l ; d a n 

p e n g u a t a n k e t a b a n a n p a n g a n 

d e n g a n k e w e n a n g a n D e s a d ^ d i p u t u s k a n d a l a m 

M u s y a w a r a b D e s a . 

P e n c e g a b a n d a n p e n u r u n a n s t u n t i n 

T i n d a k a n p r o m o t i f d a n p r e v e n t i f u n t u k p e n c e g a b a n d a n 

p e n u r u n a n s t u n t i n g m e l a l u i : 

a . p e l a t i b a n k e s e b a t a n i b u d a n a n A k ; 

p e n y u l u b a n d a n k o n s e l i n g g i z i , a i r s u s u i b u e k s k l u s i f , 

d a n m a k a n a n p e n d a m p i n g a i r s u s u i b u ; 

b. 

g d i D e s a : 

c. p e m b e r i a n m a k a n a n t a m b a b a n 

s e i m b a n g , d a n a m a n d a n b e r b a c i s p o t e n s i s u m b e r d a y a 

y a n g b e r a g a m , berg i z i . 

d . 

e. 

f. 

i m a ) t a b u n ; 

a l a t u k u r t i n g g i b a d a n 

3i d i n i stunting; 

g-

h . 

l o k a l bag i a n a k u s i a d i b a w a b 5 {. 

p e n g a d a a n , t i k a r p e r t u m b u b a n 

u n t u k bay i ) s e b a g a i m e d i a d e t e k 

p e n y e d i a a n a i r b e r s i b d a n s a n i t a s i ; 

p e r l i n d u n g a n s o s i a l u n t u k p j n i n g k a t a n a k s e s i b u 

b a m i l d a n m e n y u s u i s e r t a b a l i t a t e r b a d a p j a m i n a n 

k e s e b a t a n ; 

p e n d i d i k a n t e n t a n g p e n g a s u b a n a n a k ; 

u p a y a p e n c e g a b a n p e r k a w i n a n d i n i ; 

i . p e n d a y a g u n a a n l a b a n p e k a r a n g 

3 

k a s D e s a u n t u k p e m b a n g u n a n 

k e b u n d a l a m r a n g k a p e n y e d i a a i m a k a n a n y a n g s e b a t 

d a n b e r g i z i u n t u k i b u b a m i l , b a l i l a d a n a n a k s e k o l a b ; 

k a d e r p e m b a n g u n a n 

p e n d i d i k p e n d i d i k a n 

k . p e m b a n g u n a n m a n u s i a , 

p e n i n g k a t a n k a p a s i t a s b a g i 

m a n u s i a , k a d e r p o s y a n d u d a r 

a n a k u s i a d i n i ; 

p e m b e r i a n i n s e n t i f u n t u k k a d e r 

k a d e r p o s y a n d u , d a n k a d e r k e s e b a t a n l a i n n y a y a n g 

m e n j a d i k e w e n a n g a n D e s a ; 

k e g i a t a n p e n c e g a b a n d a n p e n u i j u n a n s t u n t i n g l a i n n y a 

s e s u a i d e n g a n k e w e n a n g a n D e s a d a n d i p u t u s k a n d a l a m 

M u s y a w a r a b D e s a . 

P e n i n g k a t a n k u a l i t a s s u m b e r d a y a m a n u s i a w a r g a d e s a : 

a . p e n g a d a a n , p e m b a n g u n a n , p e n g e m b a n g a n d a n 

a n k e l u a r g a d a n t a n a b 

k a n d a n g , k o l a m d a n 

1. 
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di bidang pangan nabati dan/ 

namun tidak terbatas pada 

modal: dan 

penguatan ketahanan pangan 

Musyawarah Desa. 

Pencegahan dan penurunan stuntin 

atau hewani, termasuk 

penguatan/penyertaan 

lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 

s di Desa: 

Tindakan promotif dan preventif Untuk pencegahan dan 

penurunan stunting melalui: 

a. 

b. 

Fr 

pelatihan kesehatan ibu dan antik: 

penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, 

dan makanan pendamping air siisu ibu, 

pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, 

seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya 

lokal bagi anak usiadi bawah 5 (lima) tahun, 

pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan 

untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting: 

penyediaan air bersih dan sanitasi, 

perlindungan sesial untuk peningkatan akses ibu 

hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan 

kesehatan, 

pendidikan tentang pengasuham 

upaya pencegahan perkawinan 

anak, 

ini, 

pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah 

kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan 

kebun dalam rangka penyediaah makanan yang sehat 

dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah: 

peningkatan kapasitas bagi 

manusia, kader posyandu dar 

anak usia dini, 

pemberian insentif untuk kader 

kader 

pendidik pendidikan 

pembangunan 

pembangunan manusia, 

kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang 

menjadi kewenangan Desa, 

kegiatan pencegahan dan penutunan stunting lainnya 

sesuai dengan kewenangan Desal dan diputuskan dalam 

Musyawarah Desa. 

Peningkatan kualitas sumber daya mjanusia warga desa: 

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
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p e m e l i h a r a a n s a r a n a a t a u p i a s a r a n a p e r p u s t a k a a n 

t e r m a s u k p e n g a d a a n 

a; 

p e n g e m b a n g a n d a n 

c. 

k e l o m p o k m a s y a r a k a t m i s k i n , 

l a i n n y a ; 

p e m b e r i a n b a n t u a n b u k u m u n t i u k k e l o m p o k m a r g i n a l 

Kepala 
DPMD 

KAban 
Keilpngan 

Kabag 
Hukum 

Asi ; t en l Sekda Wakil 
Bupati 

H 1 ~ IF 

p e n g e m b a n g a n d a n 

s a r a n a t a m a n b e l a j a r 

p e n g e m b a n g a n d a n 

d e s a / t a m a n b a c a a n m a s y a r a k a 

b u k u d a n b a b a n b a c a a n l a i n n y 

b. p e n g a d a a n , p e m b a n g u n a n , 

p e m e l i b a r a a n s a r a n a a t a u p r a s A r a n a p e n d i d i k a n a n a k 

u s i a d i n i , t e r m a s u k b u k u , p e r a l a t a n b e l a j a r d a n 

w a b a n a p e r m a i n a n ; 

c. p e n g a d a a n , p e m b a n g u n a n , 

p e m e l i b a r a a n s a r a n a a t a u p n 

k e a g a m a a n ; 

d . p e n g a d a a n , p e m b a n g u n a n , 

p e m e l i b a r a a n s a r a n a a t a u p r a s | a r a n a o l a b r a g a , a d a t , 

a t a u b u d a y a ; 

e. b a n t u a n i n s e n t i f p e n g a j a r p l e n d i d i k a n a n a k u s i a 

d i n i / t a m a n k a n a k - k a n a k / t a m a n b e l a j a r k e a g a m a a n , 

t a m a n b e l a j a r a n a k , d a n p i j s a t k e g i a t a n b e l a j a r 

m a s y a r a k a t ; 

f. b a n t u a n b i a y a o p e r a s i o r 

p e r p u s t a k a a n d e s a / t a m a n 

p e n d i d i k a n a n a k u s i a d i n i , 

k e a g a m a a n ; d a n 

g. p e n i n g k a t a n k u a l i t a s s u m b e r d a b a m a n u s i a w a r g a d e s a 

l a i n n y a y a n g s e s u a i d e n g a n k e w e n a n g a n D e s a d a n 

d i p u t u s k a n d a l a m M u s y a w a r a b D e s a . 

5. P e n i n g k a t k a n k e t e r l i b a t a n m a s y a r a l :£ 

d a l a m p e m b a n g u n a n d a n p e m b e r d a y ; 

a . k e g i a t a n p e l a y a n a n d a s a r u n t u k 

r e n t a n y a i t u p e r e m p u a n , a n a k , ^ 

d a n m a s y a r a k a t a d a t t e r p e n c U , p e n g b a y a t k e p e r c a y a a n , 

w a r g a d i f a b e l , k e l o m p o k m a q y a r a k a t m i s k i n , d a n 

k e l o m p o k r e n t a n l a i n n y a ; 

b. p e n y e l e n g g a r a a n f o r u m warga j u n t u k p e n y n s u n a n 

u s u l a n k e l o m p o k m a r g i n a l d a n r e n t a n y a i t u p e r e m p u a n , 

a n a k , w a r g a l a n j u t u s i a , s u k u 

t e r p e n c i l , p e n g b a y a t 

a l p e n y e l e n g g a r a a n 

b a c a a n m a s y a r a k a t , 

d a n t a m a n b e l a j a r 

a t s e c a r a m e n y e l u r u h 

a a n m a s y a r a k a t D e s a : 

k e l o m p o k m a r g i n a l d a n 

vaxga l a n j u t u s i a , s u k u 

d a n m a s y a r a k a t a d a t 

k e p e r c a j ^ a a n , w a r g a d i f a b e l , 

d a n k e l o m p o k r e n t a n 

pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan 

desa/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan 

buku dan bahan bacaan lainnya: 

pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 

pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak 

usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan 

wahana permainan, 

pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 

pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar 

keagamaan, ) 

pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 

pemeliharaan sarana atau prasarana olah raga, adat, 

atau budaya, 

bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia 

dini/taman kanak-kanak/ tamah belajar keagamaan, 

taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar 

masyarakat: 

bantuan biaya Operasional penyelenggaraan 

perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, 

pendidikan anak usia dini,| dan taman belajar 

keagamaan, dan ) 

peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa 

lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh 

dalam pembangunan dan pemberday 

a. 

aan masyarakat Desa: 

kegiatan pelayanan dasar untuk Leelompote marginal dan 

rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku 

dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, 

warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan 

kelompok rentan lainnya, 

penyelenggaraan forum wargd untuk penyusunan 

usulan kelompok marginal dan rg&ntan yaitu perempuan, 

anak, warga lanjut usia, suku| dan masyarakat adat 

terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, 

kelompok masyarakat miskin, (dan kelompok rentan 

lainnya, ) 

pemberian bantuan hukum untjuk kelompok marginal 
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d a n r e n t a n y a i t u : p e r e m p u a n , s n a k , w a r g a l a n j u t u s i a . 

d . 

e. 

t e r p e n c i l , p e n g b a y a t 

k e l o m p o k m a s y a r a k a t 

m i s a l n y a a n a k d e n g a n 

k e p a l a r u m a b t a n g g a 

f. 

s u k u d a n m a s y a r a k a t a d a t 
i 

k e p e r c a y a a n , w a r g a d i f a b e l , 

m i s k i n , d a n k e l o m p o k r e n t a n l a t n n y a ; 

p e n g u a t a n n i l a i k e a g a m a a n d a n k e a r i f a n l o k a l u n t u k 

m e m b e n t u k k e s a l e b a n s o s i a l d i p e s a ; 

p e n d a t a a n p e n d u d u k r e n t a n 

k e b u t u b a n k b u s u s , d i f a b e l , 

p e r e m p u a n , d a n s e b a g a i n y a ) s e b a g a i d a s a r p e l a k s a n a a n 

p r o g r a m / k e g i a t a n p e m b a n g u n a n D e s a d a n 

p e m b e r d a y a a n m a s y a r a k a t D e s s 

p e l a t i b a n , s o s i a l i s a s i , k o m u n i k a s i , i n f o r m a s i d a n 

e d u k a s i t e n t a n g p e n c e g a b e n d a n p e n a n g a n a n 

k e k e r a s a n p a d a p e r e m p u a n d a n 

p i d a n a p e r d a g a n g a n o r a n g ; d a n 

k e g i a t a n p e n i n g k a t k a n k e t e r l i b a t a n m a s y a r a k a t s e c a r a 

m e n y e l u r u b l a i n n y a s e s u a i d e n g a n k e w e n a n g a n D e s a 

d a n d i p u t u s k a n d a l a m M u s y a w q i r a b D e s a 

P e r l u a s a n a k s e s l a y a n a n k e s e b a t a n 

a . o p t i m a l i s a s i p e l a k s a n a a n 

k e s e b a t a n n a s i o n a l : 

1) s o s i a l i s a s i d a m p r o m o s i 

p r o g r a m j a m i n a n 

g 

k e b i j a k a n p e l a k s a n a a n 

k e s e b a l t a n n a s i o n a l m e l a l u i 

k o m u n i k a s i , i n f o r m a s i d a n ( d u k a s i ; 

2) a d v o k a s i p e l a k s a n a a n p r o g - a m j a m i n a n k e s e b a t a n 

n a s i o n a l ; d a n 

3) k e g i a t a n o p t i m a l i s a s i p e l a k s l a n a a n p r o g r a m j a m i n a n 

k e s e b a t a n n a s i o n a l l a i n n y a . y a n g s e s u a i d e n g a n 

k e w e n a n g a n D e s a d a n 

M u s y a w a r a b D e s a . 

b . p e n a n g g u l a n g a n p e n y a k i t m e n u 

1) k a m p a n y e d a n p r o m o s i p e i j i l a k u b i d u p b e r s i b d a n 

s e b a t , d a n k o n s u m s i g i z i s e i n b a n g ; 

2) p e n c e g a b a n p e n y a k i t s e p e r t i d i a r e , 

m e n u l a r , p e n y a k i t s e k s u a l , 

b i p e r t e n s i , d i a b e t e s m e l l i t u s 

Virus Disease 2 0 1 9 (CO^ 

l a i n n y a ; 

a n a k , t e r m a s u k t i n d a k 

s e s u a i k e w e n a n g a n D e s a 

p r o g r a m j a m i n a n 
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4 H 4 f 

d i p u t u s k a n d a l a m 

a r d a n p e n y a k i t l a i n n y a : 

p e n y a k i t 

- I I V / A I D S , t u b e r k u l o s i s , 

, g a n g g u a n j i w a , Corona 

I D - 1 9 ) , d a n p e n y a k i t 

f . . dan diputuskan dalam. Musyaw: 

Perluasan akses layanan kesehatan 

an 

| suku dan masyarakat 

5 kepercayaan, 

) membentukkesalehan sosial di | 

- pendataan penduduk : rentan ( 

— pidana perdagangan orang, dan 

menyeluruh lainnya sesuai del 

optimalisasi 

' kesehatan nasional : 

1) sosialisasi 

2) advokasi pelaksanaan progi 

penanggulangan penyakit menu! 

1) kampanye dan promosi per 

2 pencegahan penyakit 

adat 

warga difabel, 

miskin, dan kelompok rentan la 

penguatan nilai keagamaan da 

kebutuhan khusus, difabel, 

perempuan, dan sebagainya) sel 

program /kegiatan 

pemberdayaan masyarakat Desa 

: komur pelatihan, - sosialisasi, 

edukasi tentang  pancegaha 

kekerasan pada perempuan dan 

kegiatan peningkatkan keterlibe 

pelaksanaan 

dam promosi 

| program jaminan keseha 

komunikasi, informasi dan & 

nasional, dan 

kesehatan nasional lainny 

kewenangan Desa dan 

Musyawarah Desa. 

sehat, dankonsumsi gizi seil 

se 

menular, penyakit seksual, | 

hipertensi, diabetes mellitus, 

h Virus Disease 20 19 

i pembangjunan 

(COYID-19), 

. dan rentan yaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, 

terpencil, penghayat 

kelompok i masyarakat 

innya, Ha : 

n kearifan lokal untuk 

Desa: | i f 

misalnya anak dengan 

kepala rumah tangga 

pagai dasar pelaksanaan | 

— Desa dan 

yang bersifat afirmatif, 

dan ikasi, informasi 

n dan penanganan 

anak, termasuk tindak : 

itan masyarakat secara : 

igan kewenangan Desa 

rah Desa ) 

sesuai: kewenarigan Desa : 

program jaminan 

kebijakan pelaksanaan 

tan nasional melalui | 

dukasi: 

ram jaminan kesehatan 

“3. kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan 

4 yang sesuai dengan 

diputuskan dalam 

ar dan penyakit lainnya: 

ilaku hidup bersih dan 
n bang, | : 

perti diare, penyakit 

HIV/AIDS, tuberkulosis, 

gangguan jiwa, Corona 

  

  

— lainnya,. 
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i n f o r m a s i d a n 

t a m b a h a n b a g i 

s e s u a i d e n g a n 

3) p e n y e d i a a n m e d i a k o m u j n i k a s i 

e d u k a s i p e n y a k i t m e n u l a r ; 

4) p e m b e r i a n b a n t u a n m a k l a n a n 

p a s i e n p e n y a k i t m e n u l a r ; 

5) p e l a t i b a n k a d e r k e s e b i t a n 

k e w e n a n g a n D e s a ; d a n 

6) k e g i a t a n p e n a n g g u l a n g a n p e n y a k i t m e n u l a r d a n 

p e n y a k i t l a i n n y a y a n g s e s i a i d e n g a n k e w e n a n g a n 

D e s a d a n d i p u t u s k a n d a l a m 

p e n c e g a b a n d a n p e m b e r a n t a s a a p e n y a l a h g u n a a n d a n 

p e r e d a r a n g e l ap n a r k o t i k a d a n p r e k u r s o r n a r k o t i k a : 

1) k e g i a t a n k e a g a m a a n 

p e n y a l a h g u n a a n n a r k o t i k a ; 

2) p e n y u l u b a n , s o s i a l i s a s i , a t a u 

b a b a y a n a r k o b a ; 

p a g e l a r a n , f e s t i v a l s e n i , d a n b u d a y a u n t u k 

p e n c e g a b a n p e n y a l a b g u n a a r 

3) 

4) 

5) 

6) 

o l a b r a g a a t a u a k t i v i t a s s f b a t u n t u k p e n c e g a b a n 

p e n y a l a h g u n a a n n a r k o t i k a ; 

p e l a t i b a n r e l a w a n a t a u p e g i i t a n a n t i n a r k o b a ; 

u n t u k p e n c e g a b a n 

s e m i n a r t e n t a n g 

d a n b u d a y a 

n a r k o t i k a ; 

p e n y e b a r a n i n f o r m a s i 

p e n y a l a h g u n a a n n a r k o t i k a 

banner, s p a n d u k , b a 

b r o s u r / leaflet; 

7) 

D e s a d a n d i p u t u s k a n 

k e g i a t a n l a i n n y a d a l a m rs n g k a p e n c e g a b a n d a n 

p e m b e r a n t a s a n p e n y a l a h g u n a a n d a n p e r e d a r a n 

g e l ap n a r k o t i k a d a n p r e l r u r s o r n a r k o t i k a y a n g 

s e s u a i d e n g a n k e w e n a n g a n 

d a l a m M u s y a w a r a b D e s a 

p e n g e m b a n g a n p e l a y a n a n k e s e j i a t a n s e s u a i k e w e n a n g a n 

D e s a : 

1) p e n g a d a a n p e m b a n g u n a n . 

p e m e l i b a r a a n p r a s a r a n a % o n d o k b e r s a l i n D e s a , 

p o n d o k k e s e b a t a n D e s a , p o s 

p o s p e m b i n a a n t e r p a d u ; 

b a n t u a n o p e r a s i o n a l u n t u k 

p e r a w a t , b i d a n d a n t e n a g a i l e d i s l a i n n y a b a g i D e s a 

y a n g b e l u m m e m i l i k i a k s e s 1 l y a n a n k e s e b a t a n ; d a n 

2) 
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H \ f 7t 

u n t u k p e n c e g a b a n 

m e l a l u i p e n c e t a k a n 

i b o , p o s t e r , a t a u 

p e n g e m b a n g a n , d a n 

i d o k b e r s a l i n D e s a , 

p e l a y a n a n t e r p a d u , d a n 

a k s e s l a y a n a n d o k t e r . 

, 
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5) 

6) 

pencegahan dan pemberantasa 

peredaran gelap narkotika dan y 

1) 

2 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

. pengembangan pelayanan kese 

Desa : 

» 

2) 

penyediaan media komunikasi 

edukasi penyakit menular, 

pemberian bantuan mak 

pasien penyakit menular, 

kader 

kewenangan Desa, dan 

pelatihan 

kegiatan penanggulangan 

penyakit lainnya yang sesu 

Desa dan diputuskan dalam 

kegiatan keagamaan 

penyalahgunaan narkotika, 

penyuluhan,sosialisasi, atau 

bahayanarkoba, 

| festival 

pencegahan penyalahgunaar 

pagelaran, seni, 

olahraga atau aktivitas sc 

penyalahgunaan narkotika, 

pelatihan relawan atau pegiz 

kesehatan 

informasi dan 

anan tambahan bagi 

sesuai dengan 

penyakit menular dah 

ai dengan kewenangan 

Musyawarah Desa 

n penyalahgunaan dan 

rekursor narkotika : 

untuk pencegahan 

seminar tentang 

dan budaya untuk 

| narkotika: ) 

hat untuk 

tan anti narkoba: 

penyebaran informasi “untuk pencegahan 

penyalahgunaan narkotika) melalui pencetakan 

banner, spanduk, baliho, poster, atau 

brosur/ leaflet, 

kegiatan lainnya dalam ra 

pemberantasan penyalahgi 

gelap narkotika dan prek 

sesuai dengan kewenangan 

dalam Musyawarah Desa 

pengadaan pembangunan. 

ngka pencegahan dan 

Iinaan dan peredaran 

ursor narkotika yang 

Desa dan diputuskan 

pengembangan, dan 

pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, 

pondokkesehatan Desa, pos 

pos pembinaan terpadu, 

bantuan operasional untuk 

pelayanan terpadu, dan 

akses layanan dokter, 

perawat, bidan dan tenaga rnedis lainnya bagi Desa 

yang belum memiliki akses 1 ayanan kesehatan, dan 
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pencegahan 

hnatan sesuai kewenangan



k e s e h g t a n 

a n a n 

keraw£ n a n 

digun£ k : 

d i l a l n k a n 

k e l o m p o k 

k e h g r m o n i s a n 

b d n 

3) i n s e n t i f u n t u k k a d e r 

e. k e g i a t a n p e r l u a s a n a k s e s l a y 

y a n g d e n g a n k e w e n a n g a n D e s a 

M u s y a w a r a h D e s a 

D a n a o p e r a s i o n a l P e m e r i n t a h D e s a 

D e s a . 

D a n a o p e r a s i o n a l P e m e r i n t a h 

k o o r d i n a s i , p e n a n g g u l a n g a n 

p e n g a m a n a n , d a n k e g i a t a n k h 

m e n d u k u n g p e l a k s a n a a n t u g a s 

d i b e r i k a n s e t i a p b u l a n . 

a . b i a y a k o o r d i n a s i d a p a t 

k e g i a t a n k o o r d i n a s i y a n g 

P e m e r i n t a b , P e m e r i n t a b D a e r a b 

m a s y a r a k a t d a n / a t a u 

r a n g k a m e m b a n g u n 

k o o r d m a s i s e r t a k e g i a t a n 

p e l a k s a n a a n t u g a s P e m e r i n t a b 

b. b i a y a p e n a n g g u l a n g a n 

d a p a t d i g u n a k a n u n t u k m e m 

r a n g k a p e n c e g a b a n d a n 

s o s i a l y a n g 

k e m i s k i n a n / k e s u s a b a n / m u s i b a | i 

k o n f l i k s o s i a l , b e n c a n a 

w a r g a / m a s y a r a k a t y a n g 

b a r a n g / b e n d a b e r d a s a r k a n 

m u s y a w a r a b d e s a ; d a n 

c. b i a y a k e g i a t a n k b u s u s l a i n n y a 

m e m b i a y a i k e g i a t a n p r o m o s i , 

u n t u k m a s y a r a k a t y a n g berpres l t 

s o s i a l , s e n i , b u d a y a , k e a g a m 

k e b a n g s a a n d a n k e s a t u a n , 

k e p a d a o r a n g d a n / a t a u m a s y 

t u g a s P e m e r i n t a b D e s a d i l u a r 

d i m a k s u d p a d a b u r u f a d a n 

: j e b e s a r 3 % d a r i P a g u D a n a 

D e s a m e l i p u t i b i a y a 

s o s i a l m a s y a r a k a t , 

l u s u s l a i n n y a u n t u k 

d . K e g i a t a n b u d a y a s e b a g a i m a n a 

a d a l a b s e p e r t i P e n g a d a a n p a k a i ; 
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V i 

m a s y a r a k a t ; 

k e s e b a t a n l a i n n y a 

d a n d i p u t u s k a n d a l a m 

e m e r i n t a b D e s a y a n g 

a n u n t u k m e m b i a y a i 

b e r s a m a d e n g a n 

, P e m e r i n t a b D e s a l a i n , 

m a s y a r a k a t d a l a m 

b u b u n g a n 

y a n g m e n d u k u n g 

D e s a ; 

s o s i a l m a s y a r a k a t 

o i a y a i k e g i a t a n d a l a m 

a n g a n k e r a w a n a n 

k a r e n a 

k e t e r b a t a s a n d a n a , 

y a n g m e n i m p a 

d a l a m b e n t u k 

k e s e p a k a n d a l a m 

k e r a w a l a n 

p e n a o g g u l 

d i s e b a b k a n 

dibe r i k a n 

b i s i l 

q a p a t d i g u n a k a n u n t u k 

p r o t o k o l e r , p e m b e r i a n 

a s i , k e g i a t a n o l a b r a g a , 

a a n , p e n g u a t a n r a s a 

p e m b e r i a n a p r e s i a s i 

r a k a t y a n g m e m b a n t u 

k e g i a t a n s e b a g a i m a n a 

b u i l u f b ; 

d a n 

c i m a k s u d p a d a b u r u f c , 

£ n A d a t K e p a l a D e s a ; 

3) insentif untuk kader kesehatan masyarakat, 

“kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya 

yang dengan kewenangan Desal dan diputuskan dalam 

Mu syawarah Desa 

Dana operasional Pemerintah Desa Lebesar 3Yo dari Pagu Dana 

Desa. 

Dana operasional Pemerintah |Desa meliputi biaya 

koordinasi, penanggulangan kerawgnan sosial masyarakat, 

pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk 

mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang 

diberikan setiap bulan. 

Aa biaya koordinasi dapat digungkan untuk membiayai 

. kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan 

Pemerintah, Pemerintah Daerah), Pemerintah Desa lain, 

masyarakat dan/ atau kelomppk masyarakat dalam 

rangka membangun keharmonisan hubungan 

koordinasi serta kegiatan Idin yang mendukung 

pelaksanaan tugas Pemerintah Ibesa, 

biaya penanggulangan kerawahan sosial masyarakat 

| dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam 

-rangka pencegahan dan penahggulangan kerawanan 

“sosial | yang disebabkan karena 

kemiskinan /kesusahan/musibah, keterbatasan dana, 

konflik —. sosial, bencana yang menimpa | 

warga/masyarakat yang diberikan dalam bentuk 

barang/ benda berdasarkan hasil kesepakan dalam 

musyawarah desa, dan 

biaya kegiatan khusus laianya dapat digunakan untuk 

membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian 

untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, 

sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa 

kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi 

kepada orang dan/atau masydrakat yang membantu 

tugas Pemerintah Desa diluar| kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b: 

Kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada huruf c, 

'adalah seperti Pengadaan pakaidn Adat Kepala Desa, 
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e. K e g i a t a n k e a g a m a a n s ebaga i : n a n a d i m a k s u d p a d a 

b u r u f c , a d a l a b s e p e r t i k e g i a t 4 n peringatan H a r i B e s a r 

K e a g a m a a n ; 

f. K e g i a t a n p e n g u a t a n r a s a k e b k n g s a a n d a n k e s a t u a n 

s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a l i u r u f c , a d a l a b s e p e r t i 

k e g i a t a n P e l a k s a n a a n P e r i n g a t a n b a r i B e s a r N a s i o n a l ; 

8. p e n a n g g u l a n g a n k e m i s k i n a n t e r u t j a m a k e m i s k i n a n e k s t r e m 

m e l a l u i : 

a . p e n u r u n a n b e b a n p e n g e l u a r a n 

d i f a b e l y a n g b e l u m 

d a r i p e m e r i n t a b p u s a t 

b. 

c. 

d. 

a n t a r a l a i n p e m b e r i a n 

b a n t u a n s o s i a l d a n j a m i n a n i^osial b a g i m a s y a r a k a t 

m i s k i n , u s i a l a n j u t ; d a n 

m e n d a p a t k a n j a m i n a n s o s i a l 

d a n p e m e r i n t a b d a e r a b . 

p e n i n g k a t a n p e n d a p a t a n a n t a j r a l a i n p e m b e r d a y a a n 

u s a b a m i k r o k e c i l d a n m e r . e n g a b , p e n g e m b a n g a n 

e k o n o m i l o k a l , d a n p e n y e d i a a n j i k s e s p e k e r j a a n . 

p e n y e d i a a n l a p a n g a n p e k e r j a a n t e r m a s u k m e l a l u i P a d a t 

K a r y a T u n a i D e s a . 

m e m i n i m a l k a n w i l a y a b kantor j i g k e m i s k i n a n d e n g a n 

m e n d e k a t k a n a k s e s l a y a n a n 

k e w e n a n g a n D e s a 

m e m b a n g u n / m e n g e m b a n g k a n i )Os p e l a y a n a n t e r p a d u . 

p o s k e s e b a t a n d e s a , p e n d i d 

m e n i n g k a t k a n k o n e k t i v i t a s a n 

d a s a r y a n g 

a n t a r a 

s e s u a i 

l a i n 

k a n a n a k u s i a d i n i , 

a r w i l a y a b D e s a a n t a r a 

d a n j e m b a t a n s e s u a i l a i n m e m b a n g u n j a l a n D e s a , 

k e w e n a n g a n D e s a . 

e. B a n t u a n p e m b a n g u n a n , p e r b a i k a n , a t a u r e b a b i l i t a s i 

r u m a b l a y a k b u n i d a n s e b a t u i t u k w a r g a m i s k i n d a n 

w a r g a m i s k i n e k s t r e m . 

B a n t u a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d 

m a t e r i a l / b a b a n b a n g u n a n ( b u k a n 

k e r j a ) . P e m b a n g u n a n , p e r b a i k a n , a t a u r e b a b i b t a s i 

d i k e r j a k a n s e c a r a go tong royon§ . P e m i l i b a n p e n e r i m a 

b a n t u a n r u m a b l a y a k b u n i d a n s e l a t u n t u k w a r g a m i s k i n 

d a n w a r g a m i s k i n e k s t r e m d i t e n t u k a n d e n g a n k r i t e r i a : 

a . b e r t e m p a t t i ngga l d i w b a y a b D e s a ; 

b. d i p u t u s k a n m e l a l u i M u s y a w a r a b D e s a ; 
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d a l a m b e n t u k 

u n t u k u p a b t e n a g a 

penanggulangan kemiskinan terut 

melalui: 

a. 

Bantuan 

material/ bahan bangunan (bul 

kerja). 

dikerjakan secara gotong royon: . 

| Keagamaan, 

h mendapatkan jaminan sosial 

'usaha mikro kecil dan me 

) meningkatkan konektivitas ani 

— lain membangun jalan Desa, 

kewenangan Desa. 

Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada 

huruf c, adalah. seperti kegiate 

Kegiatan penguatan rasa keb 
sebagaimana dimaksud pada | 

kegiatan Pelaksanaan Peringata 

penurunan beban pengeluaran 

bantuan sosial dan jaminan 4 

miskin, usia lanjut, dan 

dan pemerintah daerah. 

n peringatan Hari Besar 

angsaan dan kesatuan 

ruruf c, adalah seperti : 

h hari Besar Nasional: 

antara lain pemberian 

sosial bagi masyarakat 

difabel yang belum 

dari pemerintah pusat 

peningkatan pendapatan sotaja lain pemberdayaan 

ekonomi lokal, dan penyediaan & 

penyediaan lapangan pekerjaan 

Karya Tunai Desa. 

meminimalkan wilayah kantor 

mendekatkan akses layanan 

kewenangan Desa 

jengah, pengembangan 

ikses pekerjaan. 

termasuk melalui Padat 

ig kemiskinan dengan 

dasar yang sesuai 

antara lain 

membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, 

pos kesehatan desa, pendid 

Bantuan pembangunan, perbalikan, 

rumah layak huni dan sehat u 

warga miskin ekstrem. | 

sebagaimana  dimaks 

ikan anak usia dini, 

arwilayah Desa antara 

dan jembatan sesuai 

atan rehabilitasi 

ntuk warga miskin dan 

ud - dalam bentuk   
Pembangunan, perbaik: 

  

   

  

untuk upah tenaga 

, atau rehabilitasi 

Pemilihan penerima 

bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin 

dan warga miskin ekstrem ditentuk 

bertempat tinggal di wilayah Desa, 

b. diputuskan melalui Musyawarah 

“—.. 

  

dengan kriteria : 

Desa, 

  

' Kabag . Kepala. i saja 
' Hukum ' DPMD Keuangan 

Asisten 1 Sekda Wakil 
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            |       Cy     

ama kemiskinan ekstrem



t e rse b u t 

c. d i t e t a p k a n m e l a l u i K e p u t u s a n K e p a l ; 

d . d i b e r i k a n b a n t u a n m a k s i i p a l 

( s e p u l u b j u t a r u p i a b ) d a l a m 

b a n g u n a n . 

9. B a n t u a n L a n g s u n g T u n a i D a n a D 

p e r c e p a t a n p e n g b a p u s a n k e m i s k i n a r 

P e m b e r i a n B a n t u a n L a n g s u n g 

k e l u a r g a m i s k i n e k s t r e m m e r u p a k ; 

P r e s i d e n N o m o r 4 T a b u n 2 0 2 ! ^ 

P e n g b a p u s a n K e m i s k i n a n E k s t r e n j i 

L a n g s u n g T u n a i D a n a D e s a 

u n t u k m e n i n g k a t k a n p e n d a p a t a n 

d i D e s a . B e s a r a n B a n t u a n L a n g s u n 

d i b e r i k a n k e p a d a k e l u a r g a m i s k i n 

p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n j 

L a n g s u n g T u n a i D a n a D e s a 

( p e r s en ) d a r i t o t a l p a g u D a n a D e s a 

K r i t e r i a p e n e r i m a B a n t u a n L a n g s 

a d a l a b s e b a g a i b e r i k u t : 

a . k e l u a r g a m i s k i n y a n g b e r d o m i s i l i 

d a n d i u t a m a k a n u n t u k k e l u a r g a 

b . k e l u a r g a y a n g t e r d a p a t anggot ja 

m e n a b u n / k r o n i s ; 

c. k e l u a r g a d e n g a n a n g g o t a r u m a L 

u s i a ; d a n / a t a u 

d. k e l u a r g a y a n g t e r d a p a t a n g g o t a 

10 . K e l e m b a g a a n D i n a m i s d a n B u d a y 

b u l a n p e r t a m a s a m p a i d e n g a n 

b e r d a s a r k a n p e n e t a p a n d a l a m 

d i a n t a r a n y a : 

a . Insent i f I m a m desa Rp . 300 .000 ; 

b. Insent i f Pemangku Adat Rp . 250 .000 

c. Insent i f G u r u T a m a n Pengajian A I -

d . Insent i f G u m Minggu Rp . 300 .000 ; 

e. Insent i f Pendeta Rp . 300 .000 ; 

f. Insent i f Kader Pemberdayaan 

g. Insent i f Kader Pembangunan Manus 

a D e s a ; d a n 

R p l O . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 

l e n t u k m a t e r i a l / b a b a n 

Kepala 
DPMD 

Kafbaii 
Keipngan 

Kabag 
Hukum 

A jisteri 1 Sekda Wakil 
Bupati 

FT 

s a u n t u k m e n d u k u n g 

e k s t r e m : 

T i l i n a i D a n a D e s a b a g i 

cab a m a n a t d a r i I n s t r u k s i 

t e n t a n g P e r c e p a t a n 

P e m b e r i a n B a n t u a n 

m e r u p a k a n u p a y a 

k e l u a r g a m i s k i n e k s t r e m 

I T u n a i D a n a D e s a y a n g 

e k s t r e m b e r d a s a r k a n 

a n g b e r l a k u . B a n t u a n 

d i a l d k a s i k a n m a k s i m a l 2 5 % 

s e t i a p D e s a . 

Ling T u n a i D a n a D e s a 

d i D e s a b e r s a n g k u t a n , 

n j i i s k i n e k s t r e m ; 

k e l u a r g a r e n t a n s a k i t 

t a n g g a t u n g g a l l a n j u t 

k d l u a r g a d i f abe l . 

a D e s a A d a p t i f , u n t u k 

b u l a n k e d u a b e l a s 

m u s y a w a r a b d e s a , 

Q u r a n Rp. 350.000 

Masyaraka t D e s a Rp. 200 .000 ; 

a Maks ima l Rp. 1.000.000; 

“10. 

B
M
P
»
 

diberikan bantuan 

c. ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa, dan 

maksirnal Rp10.000.000, 00 

(sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/ bahan 

bangunan. 

Bantuan: Langsung Tunai Dana Dksa untuk mendukung : 

percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem: 

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi 

keluarga: miskin ekstrem merupakah amanat dari Instruksi : 

Presiden Nomor 4 Tahun 2020 

' Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 

untuk meningkatkan pendapatan 

. di Desa. Besaran Bantuan Langsun 

tentang Percepatan 

Pemberian Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa terse but merupakan upaya 

eluarga miskin ekstrem 

Tunai Dana Desa yang 

diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan ' 

adalah sebagai berikut: 

peraturan perundang- undangan 

2. keluarga miskin yang berdomisili 

yang berlaku. Bantuan 
“A 

| Langsung Tunai Dana Desa dialgkasikan maksimal 25Yo 

(persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa. 

Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

di Desa bersangkutan, 

dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem: 

b. keluarga 

menahun /kronis, 

“usia,dan/atau 

yang terdapat anggota keluarga rentan sakit 

c. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut . 

i d. keluarga yang terdapat anggota kgluarga difabel. 

Kelembagaan Dinamis dan Budaya Desa Adaptif, untuk 

bulan pertama 

berdasarkan 

“diantaranya: 

Insentif Imam desa Rp. 300.000: 
Insentif Pemangku Adat Rp. 250.000p 

Insentif Guru Taman Pengajian Al-Ouran Rp. 350.000 

Insentif Guru Minggu Rp. 300.000: 

Insentif Pendeta Rp. 300.000, 

Insentif Kader Pemberdayaan Masyayakat Desa Rp. 200.000, 

| sampai . dengan 

penetapan dalam 

bulan kedua belas 

musyawarah desa, 

Insentif Kader Pembangunan Mannsla Maksimal Rp. 1.000.000: 
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Keijingan 
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h . Insent i f Kader Kesehatan Rp. 300 .000 

i . Insent i f G u r u Paud m in ima l Rp . 600 . 

j . I n s e n t i f L P M R p . 50 .000; 

k . Insent i f P u s t a k a Desa Rp. 200 .000 ; 

1. Insent i f Operator S is tem Informasi D 

m . B i a y a Penyelenggaraaan Musyawara l l 

n . B i a y a Penyelenggaraan P K K . 

D. M i t i g a s i d a n p e n a n g a n a n b e n c a n a 

d e n g a n k e w e n a n g a n D e s a P r i o r i t a s 

d i g u n a k a n u n t u k mi t i gas i d a n p e n a n g a n a n b 

me l i pu t i : 

1 . M i t i g a s i d a n p e n a n g a n a n b e n c a n a 

P e n g a d a a n , p e m b a n g u n a n , 

p e m e l i b a r a a n s a r a n a p r a s a r a n a 

a l a m d a n / a t a u k e j a d i a n l u a r b i a s a 

a . p e m b u a t a n p e t a p o t e n s i r a w a n 

b. a l a t p e m a d a m a p i r i n g a n d i D e s 

c. p e r t o l o n g a n p e r t a m a p a d a 

d. p e m b a n g u n a n j a l a n e v a k u a s i ; 

e. p e n y e d i a a n p e n u n j u k j a l u r 

f. k e g i a t a n t a n g g a p d a r u r a t 

g. p e n y e d i a a n t e m p a t p e n g u n g s i a r 

h . p e m b e r s i b a n I m g k u n g a n 

a l a m ; 

i . r e b a b i l i t a s i d a n r e k o n s t r u k s i 

y a n g t e r k e n a b e n c a n a a l a m ; 

j . s a r a n a p r a s a r a n a u n t u k 

b e n c a n a y a n g l a i n n y a s e s u a i 

d a n d i p u t u s k a n d a l a m 

000, m a k s i m a l Rp . 800 .000 ; 

j s a Rp. 2 .000.000; 

Desa ; 

a i m a 

Peng q m a a n 

d a n n o n a l a m s e s u a i 

D a n a D e s a dapat 

e n c a n a a l a m d a n n o n a l a m 

2. 

a l l am 

p e n g e m b a n g a n d a n 

p e n a n g g u l a n g a n b e n c a n a 

l a i n n y a : 

l e n c a n a d i D e s a ; 

a ; 

k e c e l j a k a a n u n t u k b e n c a n a ; 

e v a k u a s i ; 

b e n c a k i a 

p e r u m a b a n 

m u s y a w j i r a b 

a. 

b e r d a m Dak 

M i t i g a s i d a n p e n a n g a n a n b e n c a n a 

b e n c a n a n o n a l a m y a n g m u n c u 

a t a u v i r u s b a k t e r i y a n g 

m a s y a r a k a t D e s a s e p e r t i Core 

( C O V I D - 1 9 ) , m a l a r i a , d e m a m 

d i s e n t r i . 

b e n c a n a n o n a l a m y a n g m u n c 

t e m a k s e p e r t i : p e n y a k i t m 

Kepala 
DPMD 

I 
Ke 

aban 
engan 

Kabag 
Hukum 

A listen i Sekda Wakil 
Bupati 

<! i f 

a l a m ; 

y a n g t e r k e n a b e n c a n a 

l i n g k u n g a n p e r u m a b a n 

d a n 

mi t i g t Lsi 

d( m g a n 

i d a n p e n a n g g u l a n g a n 

k e w e n a n g a n D e s a 

D e s a . 

n o n a l a m 

a k i b a t e n d e m i k , w a b a b , 

l u a s b a g i k e h i d u p a n 

na Virus Disease 2 0 1 9 

b l e r d a r a b d e n g u e , k o l e r a , 

u l t e r b a d a p b e w a n d a n 

m u l u t d a n k u k u , e n u l a r 

m. 

n. 

Mitigasi 

“ Insentif Kader Kesehatan Rp. 300.001 

Insentif Guru Paud minimal Rp. 600. 

Insentif LPM Rp. 50.000, 

Insentif Pustaka Desa Rp. 200.000, 

Insentif Operator Sistem Informasi D 

»: 

000, maksimal Rp. 800.000: 

sa Rp. 2.000.000, 

Biaya Penyelenggaraaan Musyawarah! Desa, 

Biaya Penyelenggaraan PKK. 

dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai 

dengan kewenangan Desa Prioritas Peng ryunaan Dana Desa dapat 

digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam 

meliputi: 

1. Mitigasi dan penanganan bencana a 

Pengadaan, pembangunan, 

pemeliharaan sarana prasarana pt 

— alam dan/atau kejadian luar biasa 

“
G
P
?
 

An
 

rp
 

“a. 

pembuatan peta potensi rawan | 

alat pemadam api ringan di Des 

lam 

pengembangan dan 

snanggulangan bencana 

lainnya: 

bencana di Desa, 

a, 

pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana: 

pembangunan jalan evakuasi, 

penyediaan penunjuk jalur evak 

kegiatan tanggap darurat benca 

penyediaan tempat pengungsiar, 

pembersihan lingkungan perum 

alam, 

rehabilitasi dan rekonstruksi 

yang terkena bencana alam: dai 

Hasi, 

na alam: 

, 

ahan yang terkena bencana 

lingkungan perumahan 

1 

sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan 

bencana yang lainnya sesuai di: 

dan diputuskan dalam musyaw: 

Mitigasi dan penanganan bencana r 

bencana non alam yang muncul 

atau virus bakteri yang berdam 

masyarakat Desa seperti Cord 

ngan kewenangan Desa 

arah Desa. 

onalam 

akibat endemik, wabah, 

pak luas bagi kehidupan 

na Virus Disease 2019 

(COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, 

disentri. 

bencana non alam yang munc 

ternak seperti: penyakit men 

ul terhadap hewan dan 

lar mulut dan kuku, 
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a n t r a k s ; 

b e n c a n a n o n a l a m y a n g m u n 

p r o d u k s i r a k y a t s e p e r t i b a m a w e 

b e n c a n a n o n a l a m y a n g m u n 

p r o d u k s i r a k y a t s e p e r t i b a m a w e 

b e n c a n a n o n a l a m y a n g m u n c u 

d a n g a g a l m o d e m i s a s i s e p e r t i ga; 

D e s a A m a n C O V I D 

D e s a A m a n C O V I D - 1 9 a d a l a b 

y a n g t e t a p p r o d u k t i f d i t e n g 

d e n g a n k e d i s i p l i n a n w a r g a 

k e s e b a t a n d e n g a n m e n g g u n a k a r 

f i s i k , d a n c u c i t a n g a n d e n g a n 

A d a p u n b a l y a n g b e r k a i t a n 

C O V I D - 1 9 , s e b a g a i b e r i k u t : 

P e n g g u n a a n D a n a D e s a u n t u k 

A m a n C O V I D - 1 9 a n t a r a l a i n : 

1) m e m b e n t u k p o s j a g a d e s a 

p o s j a g a d e s a y a n g t e l a b ad£. 

2] s o s i a l i s a s i d a n e d u k a s i 

d a n p e n e r a p a n s e c a r a k e t a t 

3) p e m b e l i a n m a s k e r , v i t a m i n 

s a t u a n t u g a s Corona Vims 

19) k a b u p a t e n / k o t a b a g i 

s e r t a k e b u t u b a n l a i n n y a 

m u s y a w a r a b D e s a k b u s 

i n s i d e n t a l ; 

4) m e n y i a p k a n t e m p a t c u c i 

p e m b e r s i b t a n g a n {hand 

5) m e l a k u k a n p e n y e m p r o t a n 

k e p e r l u a n ; 

6) m e n y i a p k a n d a n / a t a u m e r k w a t 

a g a r s e w a k t u - w a k t u siat> 

d i b u t u b k a n ; 

7) m e m f a s i l i t a s i k e b u t u b a n 

m a m p u y a n g s e d a n g 

d i r u m a b d a n / a t a u r u a n g 

8) m e l a k u k a n m o n i t o r i n g d a n 

u l t e r b a d a p t a n a m a n 

j-eng, b a m a b e l a l a n g ; 

: u l t e r b a d a p t a n a m a n 

-eng, b a m a b e l a l a n g ; 

k a r e n a g a g a l t e k n o l o g i 

;a l p e n g e b o r a n ; 

Kepala 
DPMD 

I 
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1 H -ir 

R o n d i s i k e b i d u p a n D e s a 

P a n d e m i C O V I D - 1 9 

m e n e r a p k a n p r o t o k o l 

m a s k e r , m e n j a g a j a r a k 

i a b u n d a n a i r m e n g a l i r , 

d e n g a n p r o g r a m D e s a a m a n 

m e n d u k u n g a k s i D e s a 

a t a u m e m b e r d a y a k a n 

ad|apt£ a s i k e b i a s a a n b a r u 

p r o t o k o l k e s e b a t a n ; 

i a n o b a t s e s u a i a r a b a n 

Disease 2 0 1 9 ( C O V I D -

w a r g a k u r a n g m a m p u , 

d i p u t u s k a n d a l a m 

i s / m u s y a w a r a b D e s a 

t d n g a n d a n / a t a u c a i r a n 

sarptizer); 

c $ i r a n d i s i n f e k t a n s e s u a i 

r u a n g i s o l a s i D e s a 

d i g u n a k a n k e t i k a 

o g i s t i k w a r g a k u r a n g 

i s o l a s i m a n d i r i 

i D e s a ; 

e v a l u a s i s e c a r a r u t i n 

m e l a k j l a n a k a n 

i s o l a s i 

antraks, 

bencana non alam yang munp 

produksirakyat seperti hama we 

'bencana non alam yang mun 

produksirakyat seperti hama we 

reng, hama belalang, 

cul terhadap tanaman 

reng, hama belalang, 

bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi. 

dan gagalmodernisasi seperti gabal pengeboran, 

Desa Aman COVID 

Desa Aman COVID-19 adalah Kondisi kehidupan Desa 

yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 

dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol 

kesehatan dengan menggunakari masker, menjaga jarak 

fisik, dan cuci tangan dengan $gabun dan air mengalir. 

Adapun hal yang berkaitan deng 

COVID-19, sebagai berikut: 
Penggunaan Dana Desa untuk 

Aman COVID-19 antara lain: 
1 membentuk pos jaga desa 

) pos jaga desa yang telah ada 

2) sosialisasi dan edukasi ad 

i dan penerapan secara ketat 

3) pembelian masker, vitamin 

satuan tugas Corona Virus 

19) kabupaten/kota bagi » 

serta kebutuhan lairmya y 

musyawarah Desa khusi 

insidental, | 

4) menyiapkan tempat cuci ta 

pembersihtangan (hand san 

5) melakukan penyemprotan ci 

i keperluan, 

.6) menyiapkan dan/atau mera 

(agar sewaktu-waktu 

dibutuhkan, 
mernnfasilitasi 

sia 

7) kebutuhan 

mampu yang sedang melaks 

di rumah dan/ atau ruang isi 

8) melakukan monitoring dan 

an program Desa aman 

mendukung aksi Desa 

atau memberdayakan . 

L, 

aptasi kebiasaan baru 

protokol kesehatan, 

Ian obat sesuai arahan 

Disease 2019 (COVID- 

varga kurang mampu, 

is/musyawarah Desa 

itizer): 

yiran disinfektan sesuai 

wat ruang isolasi Desa 

p digunakan ketika 

logistik warga kurang 

anakan isolasi mandiri 

plasi Desa, 

evaluasi secara rutin 
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akut terhadap tanaman 

ang diputuskan dalam 

ngan dan/atau cairau .



t u g a 

Corona 

sebfLgai 

2) 

3) 

d a n m e l a p o r k a n n y a 

p e n a n g a n a n Corona Virus 

D a e r a b ; d a n 

9) M e n d u k u n g o p e r a s i o n a l 

Corona Virus Disease 2 0 1 9 ( 

g. r e l a w a n D e s a a m a n Corona Viru 

19) R e l a w a n D e s a a m a n 

( C O V I D - 1 9 ) d e n g a n s t r u k t u r 

1) k e t u a : k e p a l a D e s a 

w a k i l : k e t u a b a d a n 

a n g g o t a : 

a) p e r a n g k a t D e s a ; 

a n g g o t a B a d a n 

k e p a l a d u s u n a t a u y a n g 

k e t u a r u k u n w a r g a ; 

k e t u a r u k u n t e t a n g g a ; 

p e n d a m p i n g l o k a l D e s a ; 

p e n d a m p i n g P r o g r a m K e 

p e n d a m p i n g D e s a s e b a t 

p e n d a m p i n g l a i n y a y a n : 

b i d a n D e s a ; 

t o k o b a g a m a ; 

t o k o b a d a t ; 

m) t o k o b m a s y a r a k a t ; 

n) k a r a n g t a r u n a ; 

o) p e m b e r d a y a a n k e s e j a b t 

p) k a d e r p e m b e r d a y a a n 

4) m i t r a : 

a) b b a y a n g k a r a p e m b i n a 

k e t e r t i b a n m a s y a r a k a t ; 

b) b i n t a r a p e m b i n a D e s a ; 

c) p e n d a m p i n g D e s a . 

5) t u g a s r e l a w a n D e s a a m a n 

a) m e l a k u k a n e d u k a s i 

a d a p t a s i k e b i a s a a n 

b e r d i s i p l i n m e n j a l a n k a n 

m e n d a t a p e n d u d u k 

t u a , b a l i t a , s e r t a o r a n g 

k e p a d a s a t u a n t u g a s 

Disease 2 0 1 9 ( C O V I D - 1 9 ) 

p e r m u s y a w a r a t a n D e s a 

b) 

c) 

d) 

e) 

0 

g) 

h) 

i) 

j ) 

k) 

1) 

P e r m u s y a w a r a t a n D e s a ( B P D ) 

s e t a r a ; 

b) 

Kepala 
DPMD 

K; 
Keu 

iban 
jingan 

Kabag 
Hukum 

isten 1 Sekda Wakii 
Bupati i 6 i It-

s r e l a w a n D e s a a m a n 

O V I D - 1 9 ) . 

3 Disease 2 0 1 9 ( C O V I D -

Virus Disease 2 0 1 9 

i b e r i k u t : 

u a r g a H a r a p a n ( P K H ) ; 

b e r d o m i s i l i d i D e s a ; 

I j r a a n k e l u a r g a ; d a n 

m a s y a r a k a t d e s a . 

L e a m a n a n d a n 

d a n 

Q O V I D - 1 9 : 

s o s i a l i s a s i t e n t a n g 

b a r u d i D e s a u n t u k 

p r o t o k o l k e s e b a t a n ; 

s a M t , s e p e r t i o r a n g 

y a n g m e m i l i k i p e n y a k i t 

r e n t a n 

dan 

9 

melaporkannya ker 

penanganan Corona Virus Di: 

Daerah, dan 

pada satuan tugas 

sease 2019 (COVID-19) : 

Mendukung operasional tugas relawan Desa aman : 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

& relawan Desa aman Corona Viru 5 Disease 2019 (COVID- . 

19) Relawan Desa aman Coroma Virus Disease 2019 

(COVID-19) dengan struktur sebagai berikut: 

tua, balita, serta orang 

tentang 

Desa untuk 

1» ketua: kepala Desa ) 

2 wakil: ketua badan permusyawaratan Desa 

3) anggota: | i i 

a) perangkat Desa, 

b) anggota Badan Permusyhwaratan Desa (BPD) 

c) kepala dusun atau yang setara, 

d) ketua rukun warga, 

dj ' ketua rukun tetangga, 

f) pendamping lokal Desa, ) 

g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH): 

h pendamping Desa sehat ) 

i) - pendamping lainya yang berdomisili di Desa: 

j)- bidan Desa: 

k) tokoh agama: 

h tokoh adat, 

m) tokoh masyarakat: 

n) ) karang taruna, 

0) pemberdayaan kesejahteraan keluarga: dan 

p) kader pemberdayaan masyarakat desa. 

) 4) mitra: | : i 

i a) bhayangkara pembina Keamanan dan 

' ketertiban masyarakat, i 

b) bintara pembina Desa, dan 

9 pendamping Desa. 

:5) tugas relawan Desa aman ( OVID- 19: 

3) melakukan edukasi dan sosialisasi 

adaptasi kebiasaan paru di 

— berdisiplin menjalankar| protokol kesehatan, 

b) mendata penduduk ren tan sakit, seperti orang 

yang memiliki penyakit 
  

Kepala Kaban 

DPMD 

. Kabag Af 

ngan |: Hukum   

Sekda | Wakil! isten f 
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1. 

a t a s 

m a u Dun 

b e l r m 

c) p e n y e m p n >tan 

m e n a b u n , p e n y a k i t t e t a p 

l a i n n y a , s e r t a m e n d a t a 

m e n d a p a t m a n f a a t 

t e r k a i t j a r i n g p e n g 

P e m e r i n t a b P u s a t 

t e l a b m a u p u n y a n g 

m e l a k u k a n 

d i p e r l u k a n , m e n y e d i a k a [ n 

d a n / a t a u c a i r a n 

sanitizet) d i t e m p a t 

m e n y i a p k a n d a n / a t a u 

D e s a a g a r s e w a k t u - w 

k e t i k a d i b u t u b k a n 

m e n y e d i a k a n a l a t 

p e r l i n d u n g a n , s e r t a 

w a b a b d a n p e n u l a r a n 

2 0 1 9 ( C O V I D - 1 9 ) ; 

m e m f a s i l i t a s i k e b u t u b d n 

k u r a n g m a m p u y a n g 

i s o l a s i m a n d i r i d i 

i s o l a s i D e s a ; d a n 

m e n y e d i a k a n m f o r m a s i 

p e n a n g a n a n Corona 

( C O V I D - 1 9 ) s e p e r t i n o n 

r u j u k a n , n o m o r t e l e p o n 

P e l a k s a n a a n m i t i g a s i d a n 

, d a n p e n y a k i t k r o n i s 

k e l u a r g a y a n g b e r b a k 

b e r b a g a i k e b i j a k a n 

: $ m a n a n s o s i a l d a r i 

d a e r a b , b a i k y a n g 

m e n e r i m a ; d a n 

d i s i n f e k t a n j i k a 

t e m p a t c u c i t a n g a n 

p e n t b e r s i b t a n g a n (hand 

u m r m . 

k e s e b a t a n 

f) 

u n t u k d e t e k s i d i n i , 

p e n c e g a b E i n p e n y e b a r a n 

Corona Virus Disease 

l o g i s t i k b a g i w a r g a 

s e d a n g m e l a k s a n a k a n 

r u l m a b d a n / a t a u r u a n g 

g) 

m e n g a c u d a n n o n a l a m d a p a t 

M e n t e r i D e s a , P e m b a n g u n a n 

T r a n s m i g s a s i N o m o r 7 1 T a b u n 

P e n a n g a n a n B e n c a n a d i D e s a 

m i t i g a s i d a n p e n a n g a n a n 

l a i n n y a s e s u a i d e n g a n 

d i p u t u s k a n m e l a l u i m u s y a w a r a l i 

B A B I I I 

P E N E T A P A N P R I O R I T A S P E N G G U N A l A N D A N A D E S A 

A. K e w e n a n g a n D e s a 

1 . P r i o r i t a s P e n g g u n a a n D a n a D e s a 
Kepala 
DPMD 

KE 
Kei 

iban 
angan 

Kabag 
Hukum 
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4 tF 

m e r a w a t r u a n g i s o l a s i 

a k t u s i a p d i g u n a k a n 

p e n t i n g t e r k a i t d e n g a n 

Virus Disease 2 0 1 9 

o r t e l e p o n r u m a b s a k i t 

a m b u l a n , d a n I a i n - l a i n . 

b e n c a n a a l a m 

k e p a d a K e p u t u s a n 

D a e r a b T e r t i n g g a l , d a n 

2 0 2 1 t e n t a n g P a n d u a n 

p e n j m g a n a n 

b e n e m a 

k e ^ v e n a n g a n 

a l a m d a n n o n a l a m 

D e s a d a n 

D e s a . 

d i l a k u k a n b e r d a s a r k a n 

A. Kewenangan Desa 

1. 

menahun, penyakit tetap, 

lainnya, serta mendata 

dan penyakit kronis 

keluarga yang berhak 

. mendapat manfaat atas berbagai kebijakan . 

9 

kurang mampu yang 

2) 

h. Pelaksanaan mitigasi dan pen: 

dan/atau 

. menyediakan alat keseh 

terkait jaring . pengamanan sosial dari 

Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang 

telah maupun yang belum menerima, dan 

melakukan penyemprotan disinfektan jika 

diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan . 

cairan pembersih tangan (hand 

sSanitizer) di tempat umum. 

menyiapkan dan/atau 

Desa agar sewaktuw 

ketika dibutuhkan 

perlindungan, — serta 

wabah dan penularan 

2019 (COVID-19): ) 
memfasilitasi kebutuha 

isolasi mandiri di ru 

isolasi Desa: dan 

menyediakan informasi 

penanganan Corona 

(COVID-19) seperti normr 

rujukan, nomor telepon 

merawat ruang isolasi 

aktu siap digunakan 

atan untuk deteksi dini, 

pencegahanpenyebaran 

Corona Virus Disease 

n logistik bagi warga 

sedang melaksanakan 

mah dan/atau ruang 

penting terkait dengan 

2019 

lor telepon rumah sakit 

Virus Disease 

ambulan, dan lain-lain. 

anganan bencana alam : 

dan . nonalam dapat mengacu kepada Keputusan. 

Menteri Desa, Pembangunan 

Transmigsasi Nomor 71 Tahun 

” Penanganan Bencana di Desa 

i. mitigasi dan penanganan benc 

lainnya 

diputuskan. melalui musyawaral 

sesuai dengan key 

BAB III 

sam alam dan nonalam i 

Daerah Tertinggal, dan 

2021 tentang Panduan 

enangan Desa dan 

hn Desa. 

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan : 
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p e r a t u r a n D e s a y a n g m e n g a t u r m e n g e n a i k e w e n a n g a n D e s a 

e n a n g a n l o k a l b e r s k a l a 

2. 

b e r d a s a r k a n b a k a s a l - u s u l d a n k e v 

D e s a . 

D a l a m b a l D e s a t i d a k m e m i l i k i 

b e r s k a l a D e s a , d a s a r 

D a n a D e s a a d a l a b 

m e n g a t u r m e n g e n a i k e w e n a n g a n D e s a b e r d a s a r k a n b a k 

a s a l - u s u l d a n k e w e n a n g a n l o k a l 

p e n e n t u a n P r i o r i t a s P e n g g u n a a n 

p e r a t u r a n b u p a t i / w a l i k o t a t e n t a n g d a f t a r k e w e n a n g a n D e s a 

e n a n g a n l o k a l b e r s k a l a 

p e r a t u r a n p e r u n d a n g -

b u p a t i / w a l i k o t a y a n g 

D e s a b e r d a s a r k a n b a k 

m i . 

P e m b a n g u n a n D a e r a b 

2 1 T a b u n 2 0 2 0 t e n t a n g 

b e r d a s a r k a n b a k a s a l - u s u l d a n k e v 

D e s a s e s u a i d e n g a n k e t e n t u a n 

u n d a n g a n . 

3 . D a l a m b a l t i d a k t e r d a p a t p e r a t u r a r 

m e n g a t u r m e n g e n a i k e w e n a n g a n 

a s a l - u s u l d a n k e w e n a n g a n l o k a l b e f s k a l a D e s a , D e s a t e t a p 

d a p a t m e n e n t u k a n P r i o r i t a s P e n g g u n a a n D a n a D e s a s e s u a i 

d e n g a n k e t e n t u a n P e r a t u r a n M e n t e r 

B . S w a k e l o l a 

1. P r o g r a m d a n / a t a u k e g i a t a n y a n g d i d a n a i d e n g a n D a n a D e s a 

b a r u s d i l a k s a n a k a n s e c a r a s w a k e l o l a o l e b D e s a s e s u a i 

k e t e n t u a n P e r a t u r a n M e n t e r i D e s a 

T e r t i n g g a l d a n T r a n s m i g r a s i N o m o r 

P e d o m a n U m u m P e m b a n g u n a n D ^ s a d a n P e m b e r d a y a a n 

M a s y a r a k a t D e s a . 

2. D e s a d a l a m m e l a k s a n a k a n s w a k e 

D e s a d a p a t m e l a k u k a n p e n g a d a a n 

k e t e n t u a n p e r a t u r a n p e r u n d m l i g - u n d a n g a n 

p e n g a d a a n b a r a n g d a n j a s a d i D e s a 

3 . K e g i a t a n p e n g e m b a n g a n k a p a s i t a s sJ^arga D e s a y a n g d i d a n a i 

D a n a D e s a b a r u s d i l a k s a n a k a n 

P e m e r i n t a b D e s a a t a u k e r j a s a m a k n t a r d e s a d a n d i l a r a n g 

d i k e r j a k a n o l eb p e n y e d i a b a r a n g / j a p a . 

C. P a d a t K a r y a T u n a i D e s a 

1. P e n g g u n a a n D a n a D e s a d i u t a m a k a n u n t u k d i l a k s a n a k a n 

d e n g a n p o l a P a d a t K a r y a T u n a i Des^. ; 

2. p e k e r j a d i p r i o r i t a s k a n b a g i 

p e n g a n g g u r , p e r e m p u a n k e p a l a k e l i i a r g a , a n g g o t a k e l u a r g a 

m i s k i n , s e r t a a n g g o t a m a s y a r a k a t m a r g i n a l l a i n n y a ; 

3 . b e s a r a n a n g g a r a n u p a b k e r j a p a l i n g s e d i k i t 5 0 % ( l i m a p u l u b 

P e r a t u r a n D e s a y a n g 

o l a p e n g g u n a a n D a n a 

b a r a n g d a n j a s a s e s u a i 

t e n t a n g 

: ) e n g a n g g u r . 
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s e t e n g a b 

B. 

C. 

Swakelola 

1. 

Padat Karya Tunai Desa 

1, 

Dalam hal Desa tidak memiliki 

“asal-usul dan kewenangan lokal 

'Desa sesuai dengan ketentuan 

) ketentuan 

Pemerintah Desa atau kerja sama 

pekerja 

peraturan Desa yang mengatur mengenai kewenangan Desa 

Desa. 

“berdasarkan hak asal- usul dan kewenangan lokal berskala 

Peraturan Desa yang 

mengatur mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak 

penentuan Prioritas Penggunaan 

berskala Desa, dasar 

Dana Desa adalah 

peraturan bupati /wali kota tentang daftar kewenangan Desa 

berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala 

undangan. : 

Dalam hal tidak terdapat peraturar 

mengatur mengenai kewenangan 

asal-usul dan kewenangan lokal be 

dapat menentukan Prioritas Penggu 

dengan ketentuan Peraturan Menteri 

Program dan/atau kegiatan yang dic 

harus dilaksanakan secara swakd 

peraturan perundang- 

| bupati/wali kota yang 

Desa berdasarkan hak 

skala Desa, Desa tetap 

naan Dana Desa sesuai 

ini. 

lanai dengan Dana Desa 

lola oleh Desa sesuai 

ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 

Pedoman Umum Pembangunan Dk 

Masyarakat Desa. i 

Desa dalam melaksanakan swake 

Desa dapat melakukan pengadaan 

peraturan perundar 

pengadaan barang dan jasa di Desa 

Kegiatan pengembangan kapasitas V 

Dana Desa harus dilaksanakan 

dikerjakan oleh penyedia barang/ja 

21 Tahun 2020 tentang 

psa dan Pemberdayaan 

lola penggunaan Dana 

barang dan jasa sesuai 

ig-undangan tentang 

jarga Desa yang didanai 

secara swakelola oleh 

antardesa dan dilarang 

Sa. 

Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan 

dengan pola Padat Karya Tunai Desa: 

bagi penganggur, diprioritaskan setengah 

pengangsgur, perempuan kepala kelliarga, anggota keluarga 

miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya, 

besaran anggaran upah kerja paling 
/ 

sedikit 5046 (lima puluh 
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k e | f i a t a n 

T u n a i 

se t i a p 

k e s e h f i t a n 

De s a 

p e r s e n ) d a r i t o t a l b i a y a p e r 

m e n g g u n a k a n p o l a P a d a t K a r y a 

p e m b a y a r a n u p a b k e r j a d i b e r i k a n 

p e l a k s a n a a n k e g i a t a n P a d a t K a i y ^ 

d e n g a n m e n e r a p k a n p r o t o k o l 

j e n i s k e g i a t a n P a d a t K a r y a T u n a i 

a . p e r t a n i a n d a n p e r k e b u n a n u n t r 

1) p e m a n f a a t a n l a b a n k o s o n g 

t a n a m a n p a n g a n d a n 

2) p e m a n f a a t a n l a b a n k o s o n g 

p e n a n a m a n s a y u r a n d a n l a i h 

3) p e n a n a m a n t u m p a n g s a r i 

p e r k e b u n a n 

y a n g d i l a k u k a n 

i D e s a ; 

b a r i ; 

T u n a i D e s a d i k e l o l a 

; d a n 

m e l i p u t i a n t a r a l a i n : 

k k e t a b a n a n p a n g a n 

n i l i k D e s a u n t u k 

p e r k e l u n a n ; 

m i l i k w a r g a u n t u k 

- l a i n ; d a n 

t a n a m a n p o k o k d i l a b a n 

y a n g 

w i s a t a D e s a 

1) k e b e r s i b a n t e m p a t w i s a t a 

u s a b a m i l i k D e s a d a n / a t a u 

D e s a b e r s a m a ; 

2) k e b e r s i b a n t e m p a t k u l i n e r 

u s a b a m i l i k D e s a d a n / a t a u 

D e s a b e r s a m a ; d a n 

3) m e m b u k a p a r t i s i p a s i w a r g a 

w i s a t a . 

p e r d a g a n g a n l o g i s t i k p a n g a n 

1) p e m e l i b a r a a n b a n g u n a n 

2) b a d a n u s a b a m i l i k D e s a 

m i l i k D e s a b e r s a m a 

u n t u k m e m b e l i k o m o d i t d s 

k e m b a l i d i p a s a r y a n g l e b i b 

3) b a d a n u s a b a m i l i k D e s a 

m i l i k D e s a b e r s a m a m e m b 

p e t a n i d a n p e n g u s a b a 

p r o d u k s i ; d a n 

4) t a m b a b a n p e n y e r t a a n 

D e s a d a n / a t a u b a d a n 

k e p a d a p r o d u k s i y a n g 

p e r i k a n a n 

1) p e m a s a n g a n a t a u p e r a w a t a h 

d i k e l o l a b a d a n 

b a d a n u s a b a m i l i k 

b e r p e r a n 

m o d a l 

u s a r a 
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y a n g d i k e l o l a b a d a n 

b a d a n u s a b a m i l i k 

u n t u k b e m s a b a d i l o k a s i 

p a j a r ; 

i a n / a t a u b a d a n u s a b a 

s e b a g a i a gg r ega t o r 

D e s a u n t u k d i j u a l 

l u a s ; 

i a n / a t a u b a d a n u s a b a 

s r i k a n t a l a n g a n k e p a d a 

k e c i l u n t u k m e l a k u k a n 

b a d a n u s a b a m i l i k 

m i l i k D e s a b e r s a m a 

d i D e s a . m e n g u n t u n g k a n 

k a r a m b a b e r s a m a ; 

persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan 

menggunakan pola Padat Karya Tun ai Desa, 

pembayaran upah kerja diberikan sdtiap hari, 

. pelaksanaan kegiatan Padat Kary h Tunai Desa dikelola 

dengan menerapkan protokol kesehatan, dan 

jenis kegiatan Padat Karya Tunai De 

a. pertanian dan perkebunan untu 

1 

) | 5 

pemanfaatan lahan kosong. 

tanaman pangan dan perket 

pemanfaatan lahan kosang 

penanaman sayuran dan lai! 

penanaman tumpang sari 

perkebunan 

b.. wisata Desa 

2» 

2 

5 

kebersihan tempat wisata y 

usaha milikDesa dan/atau 

Desa bersama, 

kebersihan tempat kuliner : 

sa meliputi antara lain: 

k ketahanan pangan 

Inilik Desa untuk 

'unan: | 

milik warga untuk 

h-lain: dan 

tanaman pokok dilahan 

ang dikelola badan 

badan usaha milik 

yang dikelola badan 
usaha milikDesa dan/atau (padan usaha milik 

Desa bersama: dan 

membuka partisipasi warga 

wisata. 

c. perdagangan logistik pangan 

21) aa 

3 

4 

pemeliharaan bangunan pas 

badan usaha milik Desa 

milik Desa bersama 'berpe 

komodita untuk . membeli 

kembali di pasar yang lebih 

badan usaha milik Desa 

milik Desa bersama memb 

petani dan pengusaha ki 

produksi, dan 

Desa dan/ atau badan usa 

kepada produksi yang meng 

d. perikanan 
2 

pemasangan atau perawatai 

untuk berusaha di lokasi 

sar, 

dan/atau badan usaha 

ran sebagai aggregator 

Is Desa untuk dijual 

luas, ) 

Jan/atau badan usaha ) 

erikan talangan kepada 

bcl untuk melakukan 

tambahan penyertaan modal badan usaha milik 

ha milik Desa bersama. 

untungkan di Desa. 

1 karamba bersama: 
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D. 

2) 

3) 

b a g i h a s i l b u d i d a y a i k a n £ir t a w a r m e l a l u i b a d a n 

u s a h a m i l i k D e s a dan/at£.u b a d a n u s a h a m i l i k 

D e s a b e r s a m a ; d a n 

m e m b e r s i b k a n T e m p a t P e l 

D a d a n u s a b a m i l i k D e s a 

e. 

2) 

f. 

S i a n g a n I k a n (TP I ) d a n 

t e m p a t p e n j u a l a n i k a n l a i n i f i y a y a n g d i k e l o l a b a d a n 

u s a b a m i l i k D e s a d a n / a t a u 

b e r s a m a . 

p e t e m a k a n 

1) m e m b e r s i b k a n k a n d a n g t e i j n a k m i l i k b a d a n u s a b a 

m i l i k D e s a d a n / a t a u b a q a n u s a b a m i l i k D e s a 

b e r s a m a ; 

p e n g g e m u k a n t e m a k b e r s a h n a d e n g a n s i s t e m b a g i 

b a s i l y a n g d i k e l o l a bad£n u s a b a m i l i k D e s a 

d a n / a t a u b a d a n u s a b a m i l i k D e s a b e r s a m a ; d a n 

k e r j a s a m a b a d a n u s a b a 

b a d a n u s a b a m i l i k D e s a 

d a l a m p e m a n f a a t a n k o t o r s j n t e m a k u n t u k p u p u k 

o r g a n i k . 

i n d u s t r i p e n g o l a b a n d a n p e r g u d a n g a n u n t u k p a n g a n 

1) p e r a w a t a n g u d a n g m i b k b a i a n u s a b a m i l i k D e s a 

d a n / a t a u b a d a n u s a b a m i l i l : D e s a b e r s a m a ; 

p e r a w a t a n a l a t p e n g g i l i n g a n p a d i m i U k b a d a n 

3) 

2) 

u s a b a m i l i k D e s a d a n / a t a u 

D e s a b e r s a m a ; d a n 

3) p e n y e w a a n g u d a n g s e c a r a i j i u r a b y a n g s e b a g i a n 

d i b a y a r m e l a l u i d a n a D e s a . 

P e n e n t u a n P r i o r i t a s P e n g g u n a a n D a n a D e s a 

P e n e n t u a n P r i o r i t a s P e n g g u n a a n D a n a D e s a d i l a k u k a n m e l a l u i 

p e n i l a i a n t e r b a d a p d a f t a r p r o g r a m / k e g i i t a n p e m b a n g u n a n D e s a 

u n t u k d i f o k u s k a n p a d a u p a y a p e m u l b a n e k o n o m i n a s i o n a l , 

p r o g r a m p r i o r i t a s n a s i o n a l , m i t i g a s i den p e n a n g a n a n b e n c a n a 

a l a m d a n n o n a l a m y a n g m e n d u k u n g S E G s D e s a . H a l - b a l y a n g 

d i p e r b a t i k a n d a l a m p e n e n t u a n P r i o i j i t a s P e n g g u n a a n D a n a 

D e s a a d a l a b s e b a g a i b e r i k u t : 

1 . b e r d a s a r k a n p e r m a s a l a h a n d a n 

m a s a l a b y a n g a d a d i D e s a d i p i l i b 

p a l i n g d i b u t u b k a n m a s y a r a k a t D e s k d a n y a n g p a l i n g b e s a r 

k e m a n f a a t a n n y a u n t u k m a s y a r a k a t D e s a , s e h i n g g a D a n a 

m i l i k D e s a d a n / a t a u 

b e r s a m a d a n p e t e r n a k 

b a d a n u s a b a m i l i k 

p o t e n s i p e n y e l e s a i a n 

p r o g r a m / k e g i a t a n y a n g 
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e. peternakan 
1» 

2 

bagi hasil budidaya ikan dir tawar melalui badan 

Desa bersama, dan 

usaha milik Desa dan/atdu badan usaha milik 

membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan 

tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan 

usaha milik Desadan /atau badan usaha milik Desa 

bersama. 

membersihkan kandang ternak milik badan usaha 

milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa 

bersama, 

penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi 

hasil yang dikelola baddn usaha milik Desa 

—.. dan/ atau badan usaha milik Desa bersama: dan. 

3 

f. industri pengolahan dan pergud: 

1) 

.- Desa bersama, dan 

3 | 

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana TI 

| Penentuan Prioritas Penggunaan Dana 

penilaian terhadap daftar program/kegiz 

untuk difokuskan pada upaya pemul: 

program prioritas nasional, mitigasi da 

'alam dan nonalam yang mendukung SD 

diperhatikan dalam penentuan Prior 

Desa adalah sebagai berikut: ) 

1. berdasarkan permasalahan dan 

masalah yang ada di Desa dipilih 

paling dibutuhkan masyarakat Des 

'kemanfaatannya untuk masyarakal 

kerja sama badan usaha milik Desa dan /atau 

| badan usaha nillik Desa bersama dan peternak 

dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk 

organik. 

angan untuk pangan 

perawatan gudang milik badan usaha milik Desa 

: dan/ataubadan usaha milik Desa bersama, 

perawatan alat penggilingan padi milik badan : 

dibayarmelalui dana Desa. 

besa 

Desa dilakukan melalui 

tan pembangunan Desa 

potensi 

usaha milikDesa dan/atau ibadan usaha milik 

penyewaan gudang secara inurah yang sebagian 

han ekonomi nasional, 

n penanganan bencana 

Gs Desa. Hal-hal yang 

itas Penggunaan Dana 

penyelesaian 

program/kegiatan yang 

32 dan yang paling besar 

t Desa, sehingga Dana 
    DPMD Kd angan | Hukum 
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Bupati 
  

          AINI Tap   15     
 



2. 

D e s a d i l a r a n g u n t u k d i b a g i r a t a ; 

p r o g r a m d a n / a t a u k e g i a t a n y a n g 

b a n y a k m e l i b a t k a n m a s y a r a k a t 

K a r y a T u n a i D e s a ; 

d r e n c a n a k a n b a r u s l e b i b 

] ) e s a k b u s u s n y a P a d a t 

3 . 

4. 

5. 

p r o g r a m d a n / a t a u k e g i a t a n y a n g 

d i l a k s a n a k a n s e c a r a s w a k e l o l a 

s u m b e r d a y a y a n g a d a d i D e s a ; 

p r o g r a m d a n / a t a u k e g i a t a n y a n g 

d i p a s t i k a n a d a n y a k e b e r l a n j u t a n 

m e n d a t a n g ; d a n 

p r o g r a m d a n / a t a u k e g i a t a n y a n g 

d i k e l o l a s e c a r a p a r t i s i p a t i f , t r a n s p a r k n 

P e n e t a p a n P r i o r i t a s P e n g g u n a a n D a n a 

k e p a d a d a t a m a s a l a b d a n p o t e n s i E 

p e r b a i k a n , d a n k o n s o l i d a s i d a t a 

m f o r m a s i d e s a . 

P e n g e m b a n g a n k e g i a t a n d i l u a r P r i o r i t 4 s 

P e n g g u n a a n D a n a D e s a T a b u n 

m e n j a l a n k a n k e t e n t u a n U n d a n g - U n d a r 

t e n t a n g P e n e t a p a n P e r a t u r a n 

U n d a n g N o m o r 1 T a b u n 2 0 2 0 

N e g a r a d a n S t a b i l i t a s i S i s t e m 

P a n d e m i Corona Vims Disease 

d a l a m r a n g k a m e n g b a d a p i 

m e m b a b a y a k a n P e r e k o n o m i a n 

S i s t e m K e u a n g a n m e n j a d i U n d a n g -

k a n t o r k e p a l a D e s a , b a l a i D e s a 

d i p e r b o l e b k a n . 

T a b a p a n P e r e n c a n a a n P e n g g u n a a n D a n 

1. K e t e r b u k a a n m f o r m a s i p e m b a n g u 

D e s a m e n g i n f o r m a s i k a n s e c a r a 

D e s a b a l - b a l s e b a g a i b e r i k u t : 

a . d a t a D e s a s e r t a p e t a p o t e n s i 

p e m b a n g u n a n D e s a ; 

b. d o k u m e n R P J M D e s a ; 

c. p r o g r a m / p r o y e k m a s u k D e s a ; 

d . b e s a r a n a n g g a r a n D e s a d a n 

d i i l e n c a n a k a n b a r u s 

m e n g g u n a k a n d e n g j i n 

c i r e n c a n a k a n b a r u s 

m a l n f a a t b a g i g e n e r a s i 

d i l r e n c a n a k a n b a r u s 

d a n a k u n t a b e l . 

D e s a b a r u s m e r u j u k 

e s a s e b a g a i m a n a b a s i l 

SD(Crs D e s a d a l a m s i s t e m 
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2 0 2 3 

dar g 

P e m e r i i t a b 

t e n t a n 

Keu£ n g a n 

2 0 1 9 

a i c a m a n 

N a s i o i a l 

U n c a n g , 

d a n / a t a u 

P e n g g u n a a n D a n a D e s a 

d i p r i o r i t a s k a n u n t u k 

g N o m o r 2 T a b u n 2 0 2 0 

P e n g g a n t i U n d a n g -

g K e b i j a k a n K e u a n g a n 

u n t u k P e n a n g a n a n 

( C O V I D - 1 9 ) d a n / a t a u 

y a n g 

d a n / a t a u S t a b U i t a s 

m a k a p e m b a n g u n a n 

t e m p a t i b a d a b t i d a k 

m n 

t e r b o k a 

a D e s a 

D e s a 

k e p a d a m a s y a r a k a t 

d a j i s u m b e r d a y a 

s u m b e r p e m b i a y a a n 

Desa dilarang untuk dibagi rata: 
. ' program dan/ atau kegiatan yang di 

banyak melibatkan masyarakat I 

Karya Tunai Desa, 

program dan/atau kegiatan yang dir 

rencanakan harus lebih 

Desa khususnya Padat 

encanakan harus 

dilaksanakan secara swakelola dengdn menggunakan 

sumberdaya yang ada di Desa: 

program dan/atau kegiatan yang d 

' dipastikan adanya keberlanjutan ma 

mendatang, dan 

Ya program dan/atau kegiatan yang di 

dikelola secarapartisipatif, transpar 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dan: 

kepada data masalah dan potensi L 

“perbaikan, dan konsolidasi data SD( 

informasi desa. 

Pengembangan kegiatan di luar Priorita 

Penggunaan Dana Desa Tahun 20 

menjalankan ketentuan Undang-Undar 

tentang Penetapan Peraturan Pemeri 

| 1 Tahun 2020 tent 
Negara dan Stabilitasi 

Undang Nomor 

Sistem Keua 

Pandemi Corona Virus Disease 20 

dalam rangka menghadapi ar 

membahayakan Perekonomian Nasio 

Sistem Keuangan menjadi Undang-Und 

kantor kepala Desa, balai Desa dan/ 

diperbolehkan. 

irencanakan harus 

nfaat bagi generasi 

rencanakan harus 

an dan akuntabel. 

1 Desa harus merujuk . 

esa sebagaimana hasil i 

is Desa dalam sistem 

s Penggunaan Dana Desa ' 

23 diprioritaskan untuk 

Ig Nomor 2 Tahun 2020. 

ntah Pengganti Undang- 

ang Kebijakan Keuangan 

ngan untuk Penanganan 

19 (COVID-19) dan/atau 

Icaman yang 

hal dan/atau “Stabilitas 

ang, maka pembangunan 

atau tempat ibadah tidak 

Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa 

1. - Keterbukaan informasi pembanguna In Desa 

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat 

Desa hal-hal sebagai berikut: 

. aa. data Desa serta peta potensi dai 

| | pembangunan Desa, 

b. dokumen RPJM Desa, 

program/ proyek masuk Desa, 

d. besaran anggaran Desa dar 

1 sumber daya 

1 sumber pembiayaan 
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a i m 

m u s y a w a r a h 

p e m b a n g u n a n D e s a ; d a n 

e. k e b i j a k a n P r i o r i t a s P e n g g u 

p e m u l i b a n e k o n o m i n a s i o n a l 

n a s i o n a l , d a n m i t i g a s i d a n per 

d a n n o n a l a m y a n g m e n d u k u n g 

M u s y a w a r a b d u s u n / k e l o m p o k 

a . w a r g a D e s a m e n d i s k u s i k a h 

P e n g g u n a a n D a n a D e s a 

y a n g d i b e r i k a n o l e b D e s a 

d i s k u s i . 

b. t i m p e n y u s u n a n R P J M D e s a 

D e s a m e n y e l e n g g a r a k a n 

u n t u k m e n d i s k u s i k a n r e n c a n ^ 

D a n a D e s a . 

c. m a s y a r a k a t D e s a m e r u m u s k a j i 

k e g i a t a n y a n g d i p r i o r i t a s k a n 

D a n a D e s a ; d a n 

d. b a s i l M u s y a w a r a b d u s u n 

w a r g a d a l a m M u s y a w a r a b D e s a . 

M u s y a w a r a b D e s a 

P e n e t a p a n P r i o r i t a s P e n g g u n a a n 

d i s e p a k a t i d a l a m M u s y a w a r a b D e s a 

m e n g a w a l u s u l a n P r i o r i t a s 

d i b a b a s d a n d i s e p a k a t i d a l a m 

a c a r a M u s y a w a r a b D e s a m e n 

p e n y u s u n a n d o k u m e n R P J M D e s a 

D e s a . 

m a k n D a n a D e s a u n t u k 

p r o g r a m p r i o r i t a s 

a n g a n a n b e n c a n a a l a m 

3 D G s D e s a . 

r e n c a n a P r i o r i t a s 

b e r d a s d r k a n d a t a d a n m f o r m a s i 

m e l a l u i b e r b a g a i f o r u m 

u s u l a n p r o g r a m d a n 

u n t u k d i d a n a i d e n g a n 

/ k e l o m p o k m e n j a d i u s u l a n 

Kepala 
DPMD 

Caban Kabag 
Hukum 
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t i m p e n y u s u n a n R K P 

d u s u n / k e l o m p o k 

P r i o r i t a s P e n g g u n a a n 

E a n a D e s a d i b a b a s d a n 

. M a s y a r a k a t D e s a w a j i b 

D a n a D e s a a g a r 

D e s a . B e r i t a 

a d i p e d o m a n d a l a m 

R K P D e s a , d a n A P B 

P e n g g i m a a n 

M u s y a w a r a b 

a. 

pembangunan Desa, dan 

kebijakan Prioritas Pengguna! 

pemulihan ekonomi nasioni 

nasional, dan mitigasi dan per 

dan nonalam yang mendukung 

Mu syawarah dusun/ kelompok 

warga Desa mendiskusikai 

Penggunaan Dana Desa berdasa 

yang diberikan oleh Desa n 

diskusi. 

tim penyusunan RPJM Desa at 

Desa menyelenggarakan musya 

al, program prioritas i 

janganan bencana alam 

SDGs Desa. 

hn. rencana Prioritas | 

rkan data dan informasi 

velalui berbagai forum 

ku tim penyusunan RKP . 

warah dusun/kelompok 

untuk mendiskusikan rencang Prioritas Penggunaan 2 

.. BHana Desa. 

masyarakat Desa merumuska: 

kegiatan yang diprioritaskan 

Dana Desa, dan 

hasil Musyawarah dusun/kel 

warga dalam Musyawarah Desa. 

Musyawarah Desa 

Penetapan Prioritas Penggunaan Uu 

h usulan program dan 1 

untuk didanai dengan 

smpok menjadi usulan 

ana Desa dibahas dan   disepakati dalam Musyawarah Des 

mengawal usulan Prioritas Pen 

dibahas dan disepakati dalam Mi 

acara Mu syawarah Desa men 

penyusunan . dokumen RPJM Desa 

Desa. 

. Masyarakat Desa wajib 

naan Dana Desa agar 

syawarah Desa. Berita 

jadi pedoman dalam 

RKP Desa, dan APB - 

  

aa
 

Kepala 

— DPMD I 

Kabag | Kaban 
- Hukum Jangan 

2   
  

Sekda Wakil 

Bupati 

sisten I 

  

          

MH 

          

hn Dana Desa untuk



B A B I V 

P U B L I K A S I D A N P E L A P O R A N 

B . 

a r a k a t D e s a y a n g 

p a r t i s i p a t i f d e n g a n 

A. P u b l i k a s i 

P r i o r i t a s P e n g g u n a a n D a n a D e s a b a r u i d i p u b l i k a s i k a n o l eb 

P e m e r i n t a b D e s a k e p a d a m a s y a r a k i t D e s a d i r u a n g 

p u b l i k y a n g d a p a t d i a k s e s m a s y 

d i l a k u k a n s e c a r a s w a k e l o l a d a n 

m e l i b a t k a n p e r a n s e r t a m a s y a r a k a t De l sa . 

S a r a n a p u b l i k a s i P r i o r i t a s Penggunaa|n D a n a D e s a d a p a t 

d i l a k u k a n m e l a l u i : 

1 . b a l i b o ; 

2. p a p a n i n f o r m a s i D e s a ; 

3. m e d i a e l e k t r o n i k ; 

4. m e d i a c e t a k ; 

5. m e d i a s o s i a l ; 

6. website D e s a ; 

7. leaflet; 

8. p e n g e r a s s u a r a d i r u a n g p u b l i k ; d d n 

9. m e d i a l a i n n y a s e s u a i d e n g a n k o n d s i d i D e s a . 

C o n t o b d e s a i n m e d i a d u b l i k a s i 

d i u n d u b d i s i t u s w e b k e m e n d e s a j g o . i d . 

d a p a t 

P e l a p o r a n 

1. P e l a p o r a n P r i o r i t a s P e n g g u n a a n D a n a D e s a d i k e l o l a 

d e n g a n m e n g g g u n a k a n a p l i k a s i s i s t e m i n f o r m a s i D e s a 

y a n g d i s e d i a k a n o l e b K e m e n t e r i a n D e s a , 

P e m b a n g u n a n D a e r a b T e r t i n g g a l , d a n T r a n s m i g r a s i . 

2. B a g i D e s a y a n g t i d a k m e m i l i k i a k s s s i n t e r n e t s e b i n g g a 

t i d a k d a p a t m e n g g u n a k a n a p l i k a s i s i s t e m i n f o r m a s i 

D e s a s e c a r a online, d a p a t m e l a k u k a n p e l a p o r a n 

P r i o r i t a s P e n g g u n a a n D a n a D e s a s e c a r a offline d e n g a n 

d i f a s i l i t a s i o l e b T e n a g a P e n d a m p i n g ; P r o f e s i o n a l 
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BAB IV 

PUBLIKASI DAN PELAPORAN 

Publikasi i Tg 

Prioritas Penggunaan Dana Desa harus dipublikasikan oleh 

Pemerintah Desa kepada masyarakht Desa di ruang 

publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang 

dilakukan secara swakelola dan |partisipatif dengan 

melibatkan peran serta masyarakat Desa. 

Sarana publikasi Prioritas Penggunaah Dana Desa dapat 

dilakukan melalui: | 

baliho, i 

papan informasi Desa: | 

media elektronik, 

media cetak, i 

media sosial, 

website Desa, : 

leaflet, ) . i 

pengeras suara di ruang publik: dan 

P
O
N
G
A
 

U
P
 
W
N
 

media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa. 

Contoh desain media publikasi dapat 

diunduh di situsweb kemendesal go.id. 

Pelaporan 

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola 

i dengan mengggunakan aplikasi sistem informasi Desa 

yang disediakan “oleh Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi.   2 Bagi Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga 

tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi 

Desa secara online, dapat melakukan pelaporan 

Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan 

difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional 
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j a i t u 

y a i g 

A. P e m b i n a a n , p e m a n t a u a n d a n 

P e n g g u n a a n D a n a D e s a d a p a t d i 

m e n e r a p k a n p e n d e k a t a n d i g i t a l 

a p l i k a s i s i s t e m i n f o r m a s i D e s a 

K e m e n t e r i a n D e s a , P e m b a n g u n a n D a 

T r a n s m i g r a s i . 

B . P e m e r i n t a b P u s a t , P e m e r i n t a b D a 

P e m e r i n t a b D a e r a b k a b u p a t e n / k c 

p e n e t a p a n P r i o r i t a s P e n g g u n a a n D a n s 

s e c a r a b e r j e n j a n g d e n g a n m e m b e r i k a n 

k e p a d a D e s a . 

C. P e m e r i n t a b K a b u p a t e n 

m e l a k s a n a k a n f u n g s i p e m b i n a a n , 

d i l a k s a n a k a n o l e b T i m K o o r d i n a s L 

A s i s t e n s i K a b u p a t e n d a n T i m A s i s t e i j i s i 

d i t e t a p k a n m e l a l u i k e p u t u s a n B u p a t i . 

D. K e p a l a D e s a m e m b e r i k a n t a n g g a p a n 

k e p a d a P e m e r i n t a b D a e r a b k a b u p a t 

D a e r a b p r o v i n s i , d a n P e m e r i n t a b P u s a l 

e v a l u a s i P r i o r i t a s 

a k s a n a k a n d e n g a n 

m e n g g u n a k a n 

d i s e d i a k a n o l eb 

s r a b T e r t i n g g a l , d a n 

G o r o n t d o 

m o i d t o r i n g 
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BAB V 

PEMBINAAN 

Pembinaan, pemantauan dan 

Penggunaan Dana Desa dapat di 

menerapkan pendekatan digital y 

aplikasi sistem informasi Desa yat 

Kementerian Desa, Pembangunan Da 

Transmigrasi. 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Da 

) Daerah kabupaten /kc 

penetapan Prioritas Penggunaan Danaz 

Pemerintah 

secara berjenjang dengan memberikar 

kepada Desa. 

Pemerintah Kabupaten Goront 

melaksanakan fungsi pembinaan, mor 

dilaksanakan oleh Tim Koordinasi 

evaluasi Prioritas 

laksanakan dengan 

aitu menggunakan 

ng disediakan oleh 

serah Tertinggal, dan 

erah provinsi dan 

ta 

| Desa Tahun 2023 

h arahan pembinaan 

mengendalikan 

alo dalam 

itoring dan evaluasi 

Utara 

| Kabupaten, Tim 

Asistensi Kabupaten dan Tim Asistensi Kecamatan yang 

ditetapkan melalui keputusan Bupati. 

Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik 

kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah 

Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat. 
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PEMERINTAH D A E R A I 
KABUPATEN GORONTALO JTARA 

SURATDARI 

TGLSURAT 

LEMBAR DISPOSISI 

NOMOR SURAT 

MATERI SURAT 

DITERIMA 

NOMOR / GENOA 

SIFATSUI AT 
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DITERUSKJKlQ KEPADA Y T H ^ r . 

I l y K ^ K I L BUPATI 

TJ^. SEKRETARIS DAERAH 

3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA 

4. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 

5. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 

6. STAFAHU 

7. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OXOmMX DAERAH 

8. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 

9. BAGIAN HUKUM 

110. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 

j l l . BAGIAN PEMBANGUNAN 

J12. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 

113. BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI 

114. BAGIAN PROTOKOLER & HUBUNGAN MASYARAKAT 

l i s . BAGIAN UMUM 

POKOK D ] ^ S 1 S I 

tp^rosi 'roses Sesuat Ketentuan Perundangan 

Telaah / Beri Penjelasan / Saran 

Proses lebih Lanjut 

Bicarakan / Lap, Bupati / Laksanakan 

ACC / Bijptl^nggapan / Jawab 

KpYmi / Sempumakan 

Koordinasikan / konfirmaslkan 

Pantau 

UMP (Untuk Menjadi Perhatlan) 

Fall (Simpan) 

Arslp 

DISPOSISI I 

PEMERINTAH DAERAI 
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' e | LEMBAR DISPOSISI 
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MATERI SURAT 
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DITERUSKAN KEPADA YTH, Sdr. POKOK DIOSISI 
  

K3 1. AKAKIL BUPATI 

. SEKRETARIS DAERAH 

Po 13. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA 

UV“ 4. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 

OA 5. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 

Oo. star ani 

Oo— 7. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 

Lo 8. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 

Po—— “19. sectan Hukum 

Oo 10. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 

Oo” 11, BAGIAN PEMBANGUNAN 

(Oa BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 

113. BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI 

Po” 114. BAGIAN PROTOKOLER & HUBUNGAN MASYARAKAT 

P5. BaciAN UMUM   

i 1 | roses Sesuai Ketentuan Perundangan 

1 Telaah / Beri Penjelasan / Saran 
  

| 1 Proses Lebih Lanjut 
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| Pantau ! 

| ump (Untuk Menjadi Perhatian) i 

| Fall (Simpan) . 

| Arsip 
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PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN GORONTALO JTARA 

LEMBAR DISPOSISI 

SURATDARI DITERIMA J S - nov 2oy^ 

NOMOR SURAT t% /o?m/ 2C0/x:/ / ^021 NOMOR AC ENDA 2o^5 

TGLSURAT ^V \nov ^ozn SIFATSUR/T 
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^i^ynol^uciun EyyP'^^^^'^ p^rafurtHh 

t<^hy^3 Z^ty^,^}y'^.__(^j2LZ...£s^^ 

DITERUSKjdQ KEPADA YTH, SdrT 

chmpi doi^Q ^l-iuh -^023 

I l.jZmi BUPATI 

"̂ k̂  SEKRETARIS DAERAH 

3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA 

I 4. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 

5. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 

6. STAFAHU 

7. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 

8. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 

I 9. BAGIAN HUKUM 

110. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 

111. BAGIAN PEMBANGUNAN 

J12. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 

113. BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI 

114. BAGIAN PROTOKOLER & HUBUNGAN MASYARAKAT 

l i s . BAGIAN UMUM 

POKOK D J ^ S I S I 

roses Sesuai Ketentuan Perundangan 

Telaah / Beri Penjelasan / Saran 

Proses Lehih Lanjut 

Bicarakan / Lap,Bupati / Laksanakan 

ACC / Bij^Tfanggapan / Jawab 

/ Sempumakan 

\ ^ \ Koordinasikan/konfiimasikan 

Pantau 

UMP (Untuk Menjadi Perhatlan) 

Fall (Simpan) 

Arslp 

DISPOSISI I 

DISPOSISI III 
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DITERUSKAN KEPADA YTH, Sdr. POKOK DJSFOSISI 
  

DU: Maru Bupati 

. SEKRETARIS DAERAH 

——— 3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA 

.. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - 

. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 

, STAFAHU Ta - 

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 
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. BAGIAN HUKUM 3 

, BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 

. BAGIAN PEMBANGUNAN 

. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 
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roses Sesuai Ketentuan Perundangan 

Telaah / Beri Penjelasan / Saran 

Proses Lebih Lanjut 
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eksi / Sempurnakan | 

Koordinasikan f konfirmasikan 
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— UMP (Untuk Menjadi Perhatian) 

(rat simpan) 
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PEMERINTAH KABUPATEN qORONTALO UTARA 

DEVAS PEMBERDAYAAN MASYLiRAKAT 
Jln. Kusnodanupoyo Kompleh Blokplan Perkantoran DesaMoUngkapc \ 

DAN DESA 
•o Kec. Kwandang Kode Pos 96252 

T E L A A H A N S T A F 

Permohonan Penerbitan Pe ra turan B u p a t i Gorontallo 
T ekn i s Penggunaan D a n a Desa Talhun 

U t a r a Tentang Pe tun juk 
2023 

Kepada Y t h 

D a r i 

Nomor 

Tanggal 

B u p a t i Gorontalo U t a r a 

Kepa la D i n a s Pemberdayaan Masyaj-akat D a n Desa 

a i { November 2022 

I . Persoalan : 

a . 'Bahwa berdasarkan Undang-undang 

Desa ; 

b. b a h w a berdasarkan Pera turan Menteri 

2022 tentang Pengelolaan D a n a Desa 

Nomor 6 T a h u n 2014 tentang 

Ke uangan Nomor T a h u n 

I I . Pra Anggapan : 

1. bahwa da lam rangka kegiatan pen 

pelaksanaan pembangunan, pembinaad 

pemberdayaan masyarakat desa; 

2. b a h w a penerbitan Pera turan B u p a t i 

menje laskan lebih detail terkai t t ekn is 

elenggaraan pemerintahan, 

kemasyarakatan dan 

d imaksud u n t u k lebih 

d a n a desa. penggunaan 

tentang Pengelolaan 

I I I . Fakta yang Mempengaruhi : 

1. bahwa da lam rangka mengimplementas 

Keuangan Nomor T a h u n 2022 

2. b a h w a da lam rangka u p a y a s inkron isas i bArbagai 

kegiatan d i desa s esua i ke tentuan peratura; i 

3 . bahwa da lam rangka pe laksanaan 

kewenangan desa berdasarkan h a k a s a l 

be rska la desa. 

i k a n Pera turan Menteri 

D a n a Desa; 

i m a c a m program dan 

perundang-undangan; 

dan kegiatan sesua i 

u s u l dan kewenangan loka l 

prox r a m 

IV. Analisis : 
1. Pengelolaan D a n a D e s a d ipe runt i l kkan u n t u k kegiatan 

penyelenggaraan pemer intahan, p e k k s a n a a n pembangunan, 

pembinaan kemasyaraka tan dan pemberdayaan masyaraka t desa yang 

TI 

DINAS PEMBERDAYAAN MASY 

Jia. Kusnodanupoyo Kompleks Blokplan Perkantoran Desa Molingkapd 

    

TELAAHAN STAF 

Permohonan Penerbitan Peraturan Bupati Goronta 
Teknis Penggunaan Dana Desa Ta 

Kepada Yth Bupati Gorontalo Utara 

Dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masya: 

Nomor 1 (Uo (Dpmo 7960 rt (Jo0a 

Tanggal : 2y November 2022 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

ARAKAT DAN DESA 

fo Kec. Kwandang Kode Pos 96252 

  

lo Utara Tentang Petunjuk 
hun 2023 

rakat Dan Desa 

  

1 Persoalan 

a. 'Bahwa berdasarkan Undang-undang Non 

Desa: 

b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kd 

2022 tentang Pengelolaan Dana Desa 

ior 6 Tahun 2014 tentang 

uangan Nomor ...... 

II. Pra Anggapan : 

1. bahwa dalam rangka kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, 

— pelaksanaan pembangunan,  pembinaah kemasyarakatan dan 

pemberdayaan masyarakat desa, 

2. bahwa penerbitan Peraturan Bupati dimaksud untuk lebih 

menjelaskan lebih detail terkait teknis peng 

II. Fakta yang Mempengaruhi : 

gunaan dana desa. 

1. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri 

| Keuangan Nomor....... Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, 

2. bahwa dalam rangka upaya sinkronisasi berbagai macam program dan 

kegiatan di desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 

3. bahwa dalam rangka pelaksanaan prodram dan kegiatan sesuai 

| kewenangan desa berdasarkan hak asal tisul dan kewenangan lokal 

berskala desa. 

IV. Analisis 

l. Pengelolaan Dana Desa  diperuntykkan untuk kegiatan 

penyelenggaraan — pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang  



berdasarkan 18 (delapan belas) tu juan j i embangunan berke lanjutan 

a t au yang disebut S D G ' s desa; 

2. Penggunaan D a n a Desa lebih d i tekank 

nas iona l sesua i ke tentuan pera turan 

ber laku. 

: m pada program prior i tas 

p ; rundangan-undangan yang 

berdasarkan tu juan 

dan akuntabe l pengelolaan 

V. Kesimpulan : 

1. Petunjuk teknis penggunaan dana desa iherupakan acuan bagi desa 

u n t u k me laksanakan program kegiatan 

pembangunan yang berkelanjutan; 

2. D a l a m rangka meningkatkan t r ansparans 

d a n a desa u n t u k penyelenggaraan f emer intahan, pe laksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyake tan dan pemberdayaan 

masyaraka t . 

VI. Saran 

D a l a m rangka memaks ima lkan pengelolaan dAna desa, m a k a dengan i n i 

dimohon kepada B u p a t i Gorontalo U t a r a sebaga b e r i k u t : 

1. Per lu menerb i tkan Pera turan B u p a t i Gorontalo U t a r a tentang Petunjuk 

T ekn i s Penggunaan D a n a Desa . 

Demik ian Te l ahan sta f i n i d ibuat u n t u k 

perkenannya d iucapkan ter ima k a s i h . 

beroleh persetujuan, a tas 

9670822 199203 1 002 

  

berdasarkan 18 (delapan belas) tujuan pembangunan berkelanjutan 

atau yang disebut SDGs desa, 

2. Penggunaan Dana Desa lebih ditekankan pada program prioritas 

nasional sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang 

berlaku. 

V. Kesimpulan : 

1. Petunjuk teknis penggunaan dana desa merupakan acuan bagi desa 

untuk melaksanakan program kegiatan berdasarkan tujuan 

pembangunan yang berkelanjutan, 

2. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabel pengelolaan 

dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyakdtan dan pemberdayaan 

masyarakat. 

VI. Saran 

Dalam rangka memaksimalkan pengelolaan dana desa, maka dengan ini 

dimohon kepada Bupati Gorontalo Utara sebagai berikut : 

1, Perlu menerbitkan Peraturan Bupati Goronjtalo Utara tentang Petunjuk 

Teknis Penggunaan Dana Desa. 

Demikian Telahan staf ini dibuat untuk beroleh persetujuan, atas 

perkenannya diucapkan terima kasih. 

Pk. KEPALA DINAS 7 

' ABDULWAHAB PAUDI, S.IP. M.AP 

Nip. 19670822 199203 1 002 

 


